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Nama Penyusun : Wahyudin 
Nim : 10400111054 
Judul Skripsi : “Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat Bukti dalam    
Hukum   Acara di Indonesia” 
Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Kekuatan Hukum 
Sumpah dalam Hukum Acara di Indonesia ? Pokok masalah tersebut selanjutnya 
dirumuskan ke dalam submasalah, yaitu: (1) Bagaiman Kekuatan Sumpah dalam 
Hukum Islam?, (2) Baagaimana Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat Bukti 
dalam Acara Perdata?, (3) Bagaimana Tujuan dan Manfaat Sumpah sebagai Alat 
Bukti dalam Peradilan?, 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yaitu pengumpulan data 
yang diperoleh melalui hasil bacaan buku-buku perpustakaan (Library reseach),  
dan diolah dengan cara kutipan langsung maupun tidak langsung. dengan 
pendekatan penelitian yang dilakukan dan yang digunakan adalah histories, 
sosiologis, filosofis dan yuridis, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 
deduktif, induktif dan komperatif.  
 Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan sumpah dalam hukum  
Islam, ada tiga macam yaitu: Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijma’. sebagaimana di 
jelaskan dalam Al-Qur’an surah  Al-Maidah/5:89,yaitu: “Allah tidak menghukum 
kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, 
tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu 
sengaja”.Dan dalam surah Al-Baqarah/2:282, yaitu: “Janganlah kamu jadikan 
nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, 
bertakawa dan mengadakan ishlah di antara manusia”.dalam (As-Sunnah), sangat 
banyak hadis Rasulullah SAW, yang dapat dijadikan landasan dan dasar hukum 
sumpah, sebagaiman firman Allah dalam surah An-Nisa/4;58,yaitu: “ 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesumgguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat”. Dan begitu juga surah An-Nisa/4;135, yaitu: 
“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegak 
keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu 
bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tau 
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari  kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau 
enggak menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan”. Dalam (Ijma’) yaitu: Seluruh sahabat Nabi SAW, 
meraka semua sepakat bahwa peradilan itu adalah “Suatu fardhu yang dikokohkan 
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dan suatu tradisi.” Peradilan itu adalah suatu kewajiban, yakni kewajiban yang 
kuat dan berlandaskan dari Al-Qur’an dan Hadis.Sehingga dapat menjadi sutu 
tradisi atau kebiasaan atapun adat di dalam suatu masyarakat. 
Sumpah dalam hukum acara perdata, sebagaiman yang diatur dalam HIR 
Pasal 135-158, 177) R.Bg. (pasal 182, 185, 314) dan BW (pasal 1929-1945). Ada 
3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu; (1) Sumpah pemutus yang bersifat 
menentukan (deccisior).Sumpah decisoir yaitu sumpah yang dibebankan  kepada 
salah satu pihak atas permintaan pihak lainnya, dimana sumpah ini memiliki daya 
kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. (2) Sumpah 
pelengkap (suppletion). Sumpah suppletoir adalah sumpah pelengkap, yang 
bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup.(3) Sumpah 
penaksiran (aestimatoir, schatting seed), Sumpah aestimatoir adalah sumpah yang 
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan 
jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.Sumpah penaksir dilakukan atau 
dilaksanakan karena dalam peraktek sering terjadi bahwa uang ganti kerugian 
yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti 
rugi dipastikan dengan pembuktian. 
Lembaga Peradilan, baik Umum maupun Agama, yang merupakan sebuah 
peranan hukum yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat pada 
umumnya, keberadaannya ditengah masyarakat Indonesia berfungsi untuk 




















A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial yang setiap harinya penuh dengan 
aktivitas dan kegiatan yang tak terbatas waktu dan tempatnya siang maupun 
malam. Oleh karena itu manusia selalu membutuhkan satu sama lain, karena 
manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesamanya dalam 
memenuhi kebutuhannya. Namun interaksi  atau hubungan sosial tersebut 
sering di warnai dengan perselisihan atau persengketaan diantara manusia itu 
sendiri. 
Dalam upaya menyelesaikan perselisihan dan persengketaan tesebut 
mereka senantiasa mencari cara dan siapa-siapa yang dapat menyelesaikannya 
tanpa mengorbankan salah satu dari mereka yang berselisih. Yang dapat 
mengantisipasi hal tersbut sekaligus mencegah terjadinya perbuatan yang 
sewenang-wenang di tengah kehidupan bermasyarakat, maka di bentuk 
sesuatu lembaga peradilan yang merupan wadah untuk penyelesaian 
perselisihan atau persengketaan. Dan di Indonesia kita mengenal hukum acara, 
baik itu hukum acara perdata, hukum acara pidana maupun hukum acara 
peradilan agama. Yang dalam proses pengadilanya masing-masing 
memberikan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, baik penggugat 





berperkara dan menunjukan sebagai macam alat bukti yang sudah ditentukan 
oleh Undang-undang dan hukum.Salah satu bukti tersebut adalah sumpah 
Alat bukti sumpah merupakan alat bukti yang dibebankan oleh hakim 
kepada penggugat maupun tergugat, karena hakim menilai dengan alat bukti 
yang laik tidak dapat memberikan keputusan kepada proses pengadilan maka 
jalan satu-satunya adalah sumpah sebagai alat bukti pelengkap dan penguat 
alat bukti sebelumnya. 
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang perdata ( KUH 
Perdata), pasal 1930-1931 sebagai berikut: 
Pasal 1930, sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala 
persenketaan, yang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak 
tidak berkuasa menyadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan 
mereka tidak akan boleh diperhatikan.  Sumpah pemutus dapat diperintahkan 
dalan setiap tingkatan perkara, bahkan juga apbila tiada upaya lain yang 
manapun untuk membuktikan tuntutan atau tangkisan yang diperintahkan 
penyumpahanya itu. 
Pasal 1931, sumpah itu hanya bisa diperintahkan suatu perbuatan yang 
telah dilakukan sendiri oleh yang kepada sumpahnya digantungkan pemutusan 
perkara.1 
Akan tetapi dalam syari‟at Islam sumpah tidak hanya digunakan 
sebagai alat bukti ketika sedang berperkara saja, melaikan selalu digunakan 
dalam kegiatan dan aktifitas yang lain seperti hal jual beli dan semacam 
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 R. subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW (Cet.37; 





transaksi yang lain. Dalam Islam mensyari‟atkan sumpah dengan nama Allah, 
sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah/2 : 224 yaitu : 
                     
          
Terjemahnya: 
Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai 
penghalang untuk  berbuat kebajikan , bertakwa dan mengadakan 
ishlah di antara manusia.. Al-Baqarah ayat 224”.2 
 
Maksud dari ayat di atas adalah melarang umat Islam bersumpah 
dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, 
seperti: Demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. Tetapi apabila 
sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar membayar kifarat. 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, disini akan mencoba 
menganalisi secara logis dan sistematis tentang yang diberlakukannya sumpah 
sebagai alat bukti dalam pengadilan, demi kelancaran proses peradilan 
dipengadilan. 
Dalam Al-Qur‟an surat Al-Qalam/68:10 yaitu:  
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Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi 
hina. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, persoalan pokok yang menjadi 
kajian utama dalam penilitian ini adalah bagaimnakah Kekuatan Hukum 
Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia ?. Maka untuk 
terarahnya pembahasan ini maka di kemukakan sub-sub permasalahan sebagai 
berikut: 
1. Bagaimakah Kekuatan sumpah dalam Hukum Islam? 
2.  Bagaimanakah kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam acara 
perdata? 
3. Bagaimana tujuan dan manfaat sumpah sebagai alat bukti dalam 
peradilan? 
C. Pengertian Judul 
Adapun judul skripsi ini adalah “Kekuatan Hukum Sumpah sebagai 
Alat Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia 
Kekuatan hukum sumpah adalah suatu yang mengikat antara kedua 
belah pihak yang melakukan sumpah. Dalam hukum Islam, sumpah 
berkedudukan tidak pasti hukumnya, artinya hukum sumpah disesuaikan 






Sumpah adalah pernyataan yang di ucapkan dengan resmi dan dengan 
bersaksi kepada tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang di 
katakan atau apa yang di janjikan itu benar. Dalam definisi ini perlu 
diperhatikan unsur benar atau tidak benar, dan unsur melakukan atau tidak 
melakukan. 
Alat bukti adalah alat yang dimana dia ajukan oleh para pihak untuk 
membenarkan dalil gugatan atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan 
penjelsan yang diberikan alat bukti itulah hakim melaukan penilaian, pihak 
mana yang paling sempurna pembuktiannya.3 
Hukum Islam adalah hukum yang berhubungan dengan kehidupa, 
berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis. 
Hukum acara perdata adalah suatu hukum yang mengatur cara 
berproses atau berperkara dalam sidang pengadilan perdata; peraturan hukum 
yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata 
materil dengan perantara hakim. 
D. Kajian  Pustaka 
Skripsi ini membahas tentang  Kekuatan Hukum Sumpah sebagai Alat 
Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia, karena itu dilihat dari sini literatur 
yang di gunakan menunjukan bahwa secara khusus sumber yang berbeda, 
yakni leteratur yang bersumber dari hukum Islam dan literatur yang 
membahas dari sini, hukum islam tentang sumpah dapat diperoleh dari ayat-
                                                          





ayat Al-Qur‟an dan hadist, serta buku-buku yang terkait langsung dengan 
masalah tersebut antara lain; 
Moh Zuhri Dipl Tafl dkk, dalam bukunya fikih empat 
mazham,Semarang, CV. Asy Syita. Cet I; Jilid III, terjemahanya:  
Sumpah merupakan salah satu hal yang di syari‟atkan dalam Islam, 
yang dimana sumpah tersebut tidak tetap kedudukan hukumnya, maksudnya 
sumpah itu hukumnya berbeda-beda mengikuti situasinya. Adakalannya 
sumpah itu hukumnya wajib, yakni apa bila terlaksananya perkara yang wajib, 
apbila tergantung dengan sumpah tersebut. Dan adakalanya sumpah itu haram, 
yaitu sumpah untuk melakukan hal-hal yang haram atau sumpah terhadap 
sesuatu yang tidal boleh angkat sumpah terhadapnya.4 
Syaikh Al-Allamah bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi dalam bukunya 
fiki empat mazhab, 
Sumpah adalah sesuatu yang sangat sakral, para imam mazham 
menjelaskan tentang sumpah dalam batasan-batasanya sesuai dengan Al-
Qur‟an dan hadis dan juga tentang syarat dan macam-macam sumpah sesuai 
dengan pemahaman masing-masing. Disamping itu menurut imam berbeda 
pendapat mengenai hukuman atau kifarat seseorang mengadakan sumpah 
palsu. Ibnu Rasyid dalam bukunya Biyadatul Mujtahid menjelaskan tentang 
macam-macam sumpah dan hukum-hukumnya dan juga tentang perkara-
perkara tesebut menurut para imam-imam mazhab dan perbedaan pendapat 
diantara mereka. 
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 Moh. Zuhri Dipl Tafl dkk. Dalam bukunya, Fikih Empat Mazhab ( Terjemahanya 





Sedangkan pembahasan sumpah dalam acara peradilan dapat diperoleh 
dari buku-buku yang berkaitan langsung dengan hal tersebut, antara lain; 
 Abdul Manan, dalam bukunya Penerapan Hukum Acara di Lingungan 
Peradilan Agama Edisi revisi Cet.III.Prenada Media, Jakarta 2005. Sumpah 
diatur dalam pasal 182-185 dan 314 RBg, pasal 155-158 dan 177 HIR Dan 
pasal 1929-1945 KUH Perdata. Menurut Prof. Sudikno Mertokusmo, sumpah 
adalah suatu peryataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada  
waktu pemberian janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha kuasa 
daripada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan atau 
janji dan tidak benar akan dihukum oleh-Nya, jadi sumpah merupakan 
tindakan yang religius yang di pergunakan dalam sidang majelis hakim. 
Sehubungan dengan hal tersebut, sumpah sebagai alat bukti berbeda dengan 
sumpah/janji yang diucapkan saksi sebelum memberikan keterangan di depan 
majelis hakim.5 
Roihan A. Rasyd, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara 
Peradilan Agama Edisi baru PT. Radja Grafindo Persada; Jakarta 2007. Yang 
menjelaskan tentan pelaksanaan sumpah li‟an yang hanya ada pada peradilan 
agama. Tidak sedikit perbedaan mengenai tata cara pelaksanaan sumpah 
pemutus dan sumpah tambahan menurut peradilan agama dan umum. Alat 
bukti sumpah bermacam-macam tetapi bagaimanapun, selain daripada sumpah 
li‟an dan sumpah pemutus, ia tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak 
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hanya memutus semata-mata berdasarkan sumpah tampa disertai oleh alat 
bukti yang lainnya. 
M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara 
Perdata, Cet IV, Jakarta; Sinar Grafika, 2006. Mengatur tentang pelaksanaan 
sumpah dimuka hakim yaitu dalam pasal 155-158 yang mengatur tentang 
pelaksanaan pemeriksaan perkara dimuka peradilan dan dalam persidangan. 
Kemudian dalam pasal 177, diatur dalam BAB IX, bagian kedua tentang 
pembuktian. Jikan kedua ini digabung, ketentuan yang mengatur dalam HIR, 
semua terdiri dari lima pasal kemudian di dalam RBG terhadap dua tempat 
yang terpisah yaitu mengenai tata cara pemeriksaan sidang pengadilan, terdiri 
dari pasal 182-185. Sedangkan mengenai nilai kekuatan pembuktiannya di 
atur dalam titel V , bukti dalam perkara perdata. Kemudian dalam pasal 1929-
1945 KUH Perdata yang seluruhnya berjumlah 17 pasal, yang mengatu secara 
rincin tentanng pelaksanaan sumpah dimuka hakim dan ketentuan didalamnya 
dari beberapa sumber pustaka yang dikemukakan di atas pada umumnya sama 
pengertiannya. 
E. Hipotesis 
1. Kekuatan sumpah dalam Hukum Islam adalah suatu perkara yang 
berhubugan dengan Al-Qur‟an, As-Sunnah, Ijma dan Kaum Muslimi. 
2. Kekuatan hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata 
adalah sumpah sebagai hukum menentukan suatu hukum yang mengatur 





hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum 
perdata materiil dengan perantara hakim.  
3. Tujuan dan manfaat sumpah adalah sebagai berikut: 
a. Tujuan sumpah adalah untuk membuktikan kebenaran dalam peristiwa 
hukum yang di persengketakan oleh para pihak yang berperkara.  
b. Manfaat sumpah adalah untuk memperkuatkan alat bukti saksi ketika 
ia  memberi keterangan dalam persidangan dan untuk meyakinkan 
hakim dalam suatu kebenaran.  
F. Metode Penelitian 
 Untuk memenuhi standar ilmiah, maka dalam pembahasan skripsi ini 
penulis berpatokan pada kriteria-kriteria ilmiah yang telah di tetapkan dan 
lazim digunakan atau dilaksanakan dengan metode penelitian. Metode yang 
dimaksud; 
1. Metode Pendekatan 
   Metode pendekatan yang dimaksud adalah: 
a) Metode pendekatan yuridis, adalah suatu langkah pemecahan masalah 
dengan melihat dan memperhatikan aturan-aturan yang ada sesuai 
dengan aturan hukum, serta Undang-undang yang berlaku, karena 
dengan melihat struktur masalah berdasarkan yuridis maka masalah 
dapat diselesaikan dengan pasti dan ketentuan yang mendasar. 
b) Metode pendekatan sosiologis, adalah suatu langkah dalam 
memecahkan masalah dengan melihat suatu masalah secara empiris 





dengan melihat hubungan timbal balik antara masalah satu dengan 
masalah yang lain. 
c) Metode pendekatan filosofis, adalah merupakan suatu prosedur 
pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan 
atau pemikiran terarah, mendalam dan mendasar tentang sesuatu yang 
ada dan yang mungkin ada, baik dengan penggunakan pola berfikir 
aliran filsafat tertentu maupun dalam bentu sistematik berdararkan pola 
berfikir, deduktif dan komperatif, dan dengan memperhatikan hukum-
hukum berfikir (logika). 
2. Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode Library 
recerearrch, yaitu suatu upaya mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan 
dengan membaca buku-buku dan karya-karya ilmiah yang revelan termasuk 
tulisan yang di publikasikan diberbagai media cetak dan elektronik. 
Sehubungan dengan ini penulis menggunakan teknik-teknik : 
a) Kutipan lagsung, yaitu penulis mengutip pendapat atau tulisan orang 
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah 
susunan redaksinya. 
b) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan 
cara menformulasikan dalam susunan redaksi yang baru , tanpa 
meruba susunan redaksinya. Mengutip pendapat orang lain dengan 






3. Metode Analisis Data 
Dalam mengelola data yang ada, maka penulis menggunakan beberapa 
metode, yakni: 
a) Metode iduktif, dipergunakan dalam menganalisis peraturan 
perundang-undangan serta ketentuan hukum positif yang berlaku 
maupun syari‟at islam yang bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus 
kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum. 
b) Metode deduktif, dipergunakan dalam menganalisis data lewat 
ketentuan yang bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat 
khusus. 
c) Metode komperatif, digunakan dalam menguraikan persamaan dan 
perbedaan data yang ada lalu menarik kesimpulan yang kuat. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai Kekuatan Hukum Sumpah 
sebagai Alat Bukti dala Hukum Acara di Indonesia. 
2. Untuk mengetahui bagaimana Kekuata hukum Sumpah sebagai Alat Bukti 
dalam Hukum Acara di Indonesia. 
3. Untuk mengetahui dan mengembangkan Tujuan dan Manfaatnya Sumpah 
sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara di Indonesia 





1. Mengembangkan ilmu fikih dan syari‟at Islam dengan benar yang selama 
ini digeluti penulis pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Alauddin 
Makassar. 
2. Menjadi sumbangan ilmiah yang berharga serta pemerkaya kepustakan 
ilmu keislaman umumnya dan khususnya dalam syari‟at Islam. 
3. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji Kekuatan 



















 SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Sumpah 
1. Pengertian Sumpah 
Menurut bahasa, kata sumpah berasal dari kata bahasa Arab”Al-
Yamin”Yang bermakna “Tangan kanan”, “Kekuatan”,  dan “Sumpah”. Dia 
adalah lafal musytarak atara ketiga makna tersebut. Namun demikian di 
pakailah makna “Sumpah”., karena pada masa jahiliyah orang-orang 
bersumpah masing memegang tangan tangan temannya, atau karena orang 
yang bersumpah mempunyai tujuan untuk menguatkan diri dan niatnya 
sebagaimana tangan kananya karena tangan kanan lebih kuat daripada tangan 
kiri. 
Sedangkan sumpah menurut istilah, “Sudikno Mertokusmo” 
menguraikan sumpah menurut istilah adalah pada umumnya suatu peryataan 
yang khidmat yang diberikan atau yang diucapakan pada waktu pemberian 
janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maka kusa dari Tuhan dan 
percaya siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan 
dihukum olehnya, jadi hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat 





M. H. Tirtaamidjaja, mendefinisikan sumpah adalah suatu keterangan 
yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang yang mengatakan sumpah 
itu dan memberikan keterangan yang tidak benar, ia bersedia dikutuk Tuhan6. 
Jadi sumpah menurut istilah suatau ucapan atau keterangan dengan 
menyebut nama Tuhan sesuai dengan keyakinan yang melakukan dan 
memberikan sumpah. 
2. Dasar Hukum Sumpah 
Dalam hukum acara pada umumnya, memiliki dasar hukum yang kuat 
dalam pembukuan undang-umdang hukum acara di Indonesia, baik perdata 
maupu pidana.Untuk lebih jelasnya perlu diperhtikan gambaran dan 
pengaturanya dalam ketentuan perundang-undangan. 
a. Dalam HIR 
Dalam HIR ditetapkan secara terpisah pada dua bangian yang 
berbeda: 
1) Pasal 155,156,157 dan 158 ditetapkan BAB IX bagian pertama, 
Tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan. 
2) Pasal 177, diatur pada BAB IX, bagian kedua, Tentang 
pembuktian. 
Jika kedua bagian ini digabung ketentuan pembuktian sumpah 
dalam HIR semuanya terdiri dari 5 (lima) pasal. 
 
b. Dalam RBG  
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Pengaturan dalam RBG sama sistemnya dengan HIR, Terdapat 
pada dua tempat yang terpisah, yaitu 
1) Tata cara pemeriksaanya diatur dalam Titel IV Bagian I, 
pemeriksaan sidang pengadilan terdiri dari 4 ( empat) pasal, yakni 
pasal 182-185. 
2) Nilai kekuatan pembuktiannya diatur dalam Titel V,  Bukti dalam 
perkara perdata pasal 314. 
c. Dalam KUH Perdata 
Diatur dalam buku keempat  secara tersendiri yang terdapat pada: 
1) Bab keenam, yang berjudul tentang sumpah di Muka Hakim. 
2) Terdiri pasal 1929-1945; seluruhnya berjumlah 17 (tujuh belas) 
pasal. 
Dari gambaran di atas, dapat dilihat betapa mininya ketentuan yang 
terdapat dalam HIR dan RBG Bila dibandimg dengan KUH Perdata. 
Sebab itu, untuk mepemperoleh pedoman yang lebih luas dan 
komplet, uraian yang dikemukakan dalam tulisan ini merujuk kepada 
pasal-pasal yang terdapat dalam KUH Perdata. Pembahasan yang 
demikian dengan sendirian sekaligus meliputi hal-hal yang digariskan 
dalam HIR dan RBG7 
B. Syarat-Syarat Sumpah 
Sebagaimana yang dikenal dalam hukum acara, alat bukti sumpah ada 
2 jenis, yang penjelasanya akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan 
                                                          






berikutnya (macam-macam sumpah dan manfaatnya). Sebagai salah satu alat 
bukti, tentu sumpah juga harus memiliki syarat sahnya; 
1. Sumpah Pelengkap 
Agar supaya sumpah pelengkap dapat dijadikan alat bukti, maka 
harus memenuhi syarat-syarat formal dan materil sebagai berikut: 
a. Syarat Formal Sumpah Pelengkap: 
1) Sumpah tersebut untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian 
yang sudah ada, tetapi belum mencapai minimal pembuktian. 
2) Bukti yang sudah ada bernilai bukti pemulaan. 
3) Para pihak yang berperkara sudah tidak mampu lagi menambah 
alat bukti yang ada dengan alat bukti yang lain. 
4) Sumpah dibebankan atas perintah hakim dangan diucapakan di 
depan sidang Majelis Hakim secara inperson (langsung atau oleh 
kuasanya dengan surat kuasa secara istimewa). 
b. Syarat Materil Sumpah Pelengkap: 
1) Isi lafadh sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan 
sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan 
sumpah tersebut. 
2) Isi sumpah harus berkaitkan langsung dengan pokok perkara dan 
tidak bertentangan dengan agama, moral dan kesusilaan. 
2. Sumpah Pemutus 
Sebagaimana dengan sumpah pelengkap, sumpah pemutus juga 





a. Syarat Formal Sumpah Pemutus 
1) Apabila dalam perkara sama sekali tidak ada bukti-bukti yang 
diajukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal proses pemeriksaan hanya 
berupa replik-duplik tanpa disertai dengan alat bukti lain, berulah 
dibenarkan menggunakan alat bukti sumpah pemutus ini. 
2) Pembebanan sumpah pemutus harus atas permintaan salah satu pihak 
yang berperkara, sumpah pemutus bakan atas permintaan hakim, akan 
tetapi atas permintaan salah satu pihak yang berperkara agar pihak 
lawan mengucapkan sumpah dengan teknik penerapan: Petama : 
Apabila hal yang melafalkan sumpah dalam mengenal perbuatan 
sepihak yang dilakukan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah, 
sumpah tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pihak lawan. 
Kedua: Apabila hal yang dilafalkan dalam sumpah mengenai 
perbuatan  yang dilakukan kedua belah pihak, pihak yang diminta 
bersumpah dapat mengembalikan kepada pihak lawan. 
3. Sumpah pemutus diucapkan di depan sidang Majelis Hakim secara 
inperson atau oleh kuasanya dengan surat istimewa. Sumpah pemutus 
itu harus “litis dicissoir” artinya harus bermint menentukan8. 
C. Macam-Macam Sumpah dan Manfaatnya 
a. Macam-macam Sumpah 
1) Sumpah Tambahan/Pelengkap. 
2) Sumpah Pemutus. 
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3) Sumpah Penaksiran dan  
4) Sumpah Li‟n 
b. Manfaat Sumpah 
1) Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim 
kepada salah satu pihak untuk melengkapi alak bukti yang masih 
kurang atau untuk meyakinkan hakim. 
2) Sumpah pemutus yaitu, sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak 
atas permintaan pihak lainnya karena tidak ada lagi alat bukti lainnya. 
3) Sumpah penaksiran, sumpah ini diperintahkan oleh hakim untuk 
menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran hakim 
tersebut terbentur tidak ada jalan lain untuk penaksir kerugian atau 
harga barang tersebut. 
4) Sumpah Li‟an, sumpah ini adalah salah satu cara pembuktian telah 
berjina oleh suami terhadap suaminya, ialah dengan melakukan 
sumpah li‟an9. 
D. Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Pengadilan 
Dalam lingkungan peradilan (perkara perdata), sumpah lebih dikenal 
salah satu alat bukti diantara alat-alat bukti diantara alat bukti yang berlakukan 
dalam lingkungan peradilan. Seperti alat bukti ,surat, saksi, persangkaan, 
pengakuan, dan sumpah. Sumpah ,merupakan alat bukti yang trerakhir yang 
digunakan oleh para pihak dalam berperkara di pengadilan, dengan atas 
perintah Majelis Hakim, atau atas perintah salah satu pihak. 
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Yang menjadikan pertsoalan atau pertanyaan yang mendasar adalah 
kenapa sumpah atau sumpah alat  bukti ini ditetapkan pada urutan yang 
terakhir dari sekian alat bukti yang lain sebagaimana yang disebutkan di atas. 
Berangkat dari situlah, maka penulis akan mencoba melihat sejauh mana 
pengaruh alat bukti sumpah ketikan diberlakukan dalam persidangan suatu 
perkara di pengadilan. 
Kalau dilihat dari makna dan manfaat sumpah, sebagaimana yang 
dijelaskan pada bab sebelumnya, maka keberadaan sumpah sebagai alat bukti 
dalam pengadilan, sumpah sebagai alat bukti alternative yang terakhir setelah 
para pihak tidak dapat lagi memberikan alat bukti yang lain yang dapat 
menguatkan tuntutan ataupun pembelaan ketika berperkara. Dan ketikan 
Majelis Hakim akan merintahkan kedua belah pihak untuk bersumpah atau 
para pihak sendiri yang memohon untuk bersumpah, secara tidak langsung 
keberadaan alat bukti sumpah ini dapat memberikan pengaruh pada jiwa dan 
mental akan mengucapkan atau yang melafalkan sumpah. 
Karena sumpah berhubungan langsung dengan sang Khalik (Allah), 
dengan bersumpah atau dengan kesediaan para pihak untuk melafalkan 
sumpah maka segala resiko dan akibat yang akan timbul akan berakibat 
langsung pada yang melafalkannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Sudikno Martokusumo, pada umumnya sumpah adalah suatu pernyataan yang 
khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau 
keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan, dan 





dihukum olehnya, jadi hakikatnya sumpah merupakan tndakan yang 
merupakan religious yang digunakan dalam peradilan. 
Uraian dan batasan yang diberikan oleh Sudikno Merjokusumo di atas 
adalah mirip dan apa yang didefinisiskan oleh M. H. Titaamidjaja “Sumpah 
adalah suatu keterangan yang diucapkan dengan khidmat, bahwa jika orang 
yang mengangkat sumpah itu memberikan keterangan yang tidak benar, ia 
bersedia dikutut Tuhan.10 
Dengan melihat dan mengamati kedua definisi yang dilontarkan oleh 
kedua ahli hukum di atas, dapat dijadikan sandaran bahwa sumpah senbagai 
alat bukti berbeda dengan sumpah yang diucapakan oleh saksi sebelum 
memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, dalam hal ini didepan 
Majelis Hakim. Sumpah saksi adalah mengatakan benar apa yang diketahui, 
didengar dan apa yang dilihat sesuai dengan apa yang di terangkanya, itu 
bukanlah sebagai alat bukti tetapi kesaksiannya itu menjadi bukti, sedangkan 
sumpah sebagai alat yaitu isinya tentang kebenaran apa yang dilakukan pihak 
yang bersumpah itu. Sumpah juga memiliki daya kekuatan pembuktian yang 
sempurnah (Volleding), mengikat (Binden) dan menentukan (Beslissen), oleh 
karena itu benar atau bohong pihak yang bersumpah tidak boleh hakim 
menilai sebagai sumpah palsu kecuali dapat dibuktikan berdasarkan adanya 
putusan pidana. Sumpah sebagai alat bukti dalam acara perdata merupakan 
ikrar yang diucapakan pihak yang bersumpah dan ikrar sumpah diucapkan  
secara lisan di depan persidangan Majelis Hakim.  
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Tidak terlepas dari masalah itu, M. Yahya Harahap, juga menjelaskan 
dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, bahwa  alat bukti yang terakhir yang 
disebutkan dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG maupun pasal 1866 KUH 
Perdata adalah sumpah, penempatkannya sebagai alat bukti terakhir, memberi 
kesan seolah-olah peran alat bukti ini tidak penting. Mungkin hal ini demikian, 
akan tetapi dalam kenyataan praktek sidang juga diterapkan untuk mengakhiri 
penyelesaian sengketa. Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan 
yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan: 
a. Agar orang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu 
takut atas murka Tuhan, apabila dia bohong. 
b. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya 
pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. 
Mungkin ada benarnya, takut atas murka atau hukuman Tuhan akan 
mempengaruhi orang jujur untuk menerangkan yang sebenarnya, akan tetapi 
sebaliknya, bagi yang tidak jujur sumpah bukan merupakan jaminan akan 
berkata benar, karena bagi orang yang seperti itu kebohongan sudah 
merupakan sebagian yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya, 
apalagi orang yang percaya kepada Tuhan, kebohongan baginya merupakan 
hal yang biasa, karena orang yang tidak percaya Tuhan tidak mengenal dan 
tidak takut datangnya hukuman Tuhan.11 
Kalau begitu, dari segi teori maupun praktik tidak seorangpun yang 
dapat menjamin tentang kebenaran atau kebohongan sumpah sebagai alat 
                                                          





bukti. Secara materil, siapapun tidak mungkin menjamin apa yang diikrarkan 
atau dilafalkan dalam sumpah ketika sidang pengadilan sungguh-sungguh 
merupakan kebenaran yang pasti. Akan tetapi oleh undang-undang telah 
menentukan, apabila seseorang telah mengucapkan sumpah dalam 
persidangan dalam kedudukan dan kepastiannya sebagai pihak dalam perkara 
yang sedang disedangkan.Secara formil, keterangan yang diikrarkan itu wajib 
dianggap benar dan pasal 1936 KUH Perdata melarang untuk membuktikan 
kepalsuan sumpah itu. Juga dalam pasal 177 HIR menegaskan tidak boleh 
diminta alat bukti lain untuk membuktikan  hal yang sudah diikrarkan dalam 
sumpah. Itu sebabnya sumpah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang 
semperna, mengikat dan menentukan.Oleh karena itu, benar atau bohong 
pihak yang bersumpah, hakim dilarang menilainnya sebagai sumpah palsu. 
E. Macam-macam Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Peradilan 
Pada bab sebelumnya sedikit telah disinggung macam sumpah, akan 
tetapi tidak membahas macam-macam sumpah sebagai alat bukti, maka dalam 
bab ini penulis akan mencoba membahas secara khusus macam-macam 
sumpah sebagai alat bukti sebagai mana yang telah di tetapkan oleh undang-
undang dan di berlakukan dalam persidangan di pengadilan. Adapun macam-
macam sebagai alat bukti, adalah sebagai berikut: 
1. Sumpah Pelengkap 
Sumpah pelengkap atau juga di sebut sebagai sumpah tambahan di atur 
dalam pasal 155 HIR, pasal 182 RBG dan pasal 1945 KUHP. Dalam pasal 





jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang 
berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada supaya perkara dapat 
diselesaikan atau agar dapat menetapkan sejumlah uang yang akan 
diperkenankan. 
Untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah 
satu pihak unrtuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan dulu, 
sehingga apabila ditambah dengan sumpah pelengkap tersebut maka 
pembuktian akan menjadi sempurna. Di sini hakim berwenang, bukan 
kewajiban untuk membebankan suatu pelengkap itu kepada salah satu pihak 
yang berperkara. Jika sumpah tambahan itu dilaksanakan oleh salah satu pihak 
yang berperkara maka yang sedang diperiksa tersebut menjadi selesai. 
Dalam pasal 1943 KUH Perdata dikemukan bahwa sumpah pelengkap 
ini dipertintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang 
berperkara dan terhadap pembenan sumpah ini tidak dibenarkan adanya 
pengembalian sumpah kepada pihak lawan, tetapi pihak yang mendapat 
perintah dari hakim unrtuk melakukan sumpah atau memenuhi sumpah 
pelengkap tersebut. Penolakan terhadap sumpah pelengkap itu belum tentu 
pihak yang menolak sumpah tersebut yang mendapat kekalahan dalam 
berperkara, sebab pembebanan sumpah tambahan itu, hakim harus 
memperhatikan ketentuan pasal 155 HIR dan pasal 1941 KUH Perdata, dan 
jika alat pembuktian lain telah lengkap maka pembebanan sumpah pelengkap 





Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumpah 
tambahan dapat dibebankan dalam hal slah satu pihak telah mempunyai bukti 
permulaan, namun belum mencukupi serta tidak terdapatnya alat bukti 
lainnya. Terhadap pihak yang oleh hakim tidak diperintahkan untuk 
bersumpah pelengkap, maka ia tidak boleh mengembalikan sumpah pelengkap 
tersebut kepada pihak lawan (Pasal 1943 KUH Perdata).12 
2. Sumpah Pemutus 
Sumpah pemutus atau juga sering disebut dengan sumpah penentukan 
diatur dalam pasal 156 HIR, pasal 183 RBG dan pasal 1930 KUH Perdata. 
Dalam pasal-pasal ini dikemukakan bahwa jika tidak ada sesuatu 
keterangan untuk menguatkan gugatan atau jawaban atas gugatan itu, maka 
salah satu pihak dapat memintah supaya pihak lain bersumpah dikemukakan 
hakim, jadi sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada salah satu pihak, 
walaupun sama sekali tidak ada bukti, pembebanan tersebut atas permohonan 
salah satu pihak yang berperkara. 
Pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan selama pemeriksaan 
perkara sedang berjalan.Sumpah pemutus ini harus mengenai perbuatan yang 
dilakukan sendiri oleh pihak yang bersumpah. Apabila itu suatu tindakan yang 
dilakukan oleh kedua belah pihak dan disuruh disumpah, namun tidak bersedia 
untuk mengucapkan sumpah tersebut, maka ia boleh mengembalikan sumpah 
itu kepada lawannya, atau lawanya tidak melakukan sumpah yang 
dikembalikan kepadanya itu, maka perkaranya dikalahkan. Sumpah ini dapat 
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diperintahkan untuk segala persengketaan yang berupa apa saja, kecuali atas 
hal-hal yang oleh para pihak tidak berkuasa mengadakan perdamaian atau 
dimana pengakuan mereka tidak diperhatiakn.13 
Dari uraian yang dikemukan yang di atas, sumpah pemutus bersifat 
mengakhiri dan menentukan seluruh perkara, berarti sump[ah pemutus dengan 
sendirinya menurut hukum yang mengakibatkan proses perkara sampai pada 
titik yang menempatkan fungsi dan kewenangan, hakim wajib mengakhiri 
pemeriksaan perkara, yanmg diikuti dengan menjatuhkan putusan. Dengan 
demikian sumpah pemutus mengandung alternatif: Melakukan atau menolak 
mengucapkan sumpah berakibat menang atau kalah. 
Memang secara teoritis, bukan sumpah pemutus yang mengakhiri 
penyelesaian sengketa yang diperkarakan. Sebab secara objektif, yang 
mengakhiri proses penyelesaian perkara itu adalah putusan hakim. Namun 
dengan terjadinya pengucapkan sumpah pemutus, mewajibkan hakim harus 
mengakhiri pemeriksaan perkara yang diikuti dengan alternatif berikut; 
a) Apabila pihak yang diperintahkan pihak lawan melaksanakan 
pengucapan sumpah, pihak yang memerintahkan harus dikalahkan 
hakim. 
b) Jika pihak yang diperintahkan pihak lawan menolak mengucapkan 
sumpah, pihak yang menolak harus dikalahkan hakim, dan pihak yang 
memerintahkan harus dimenangkan hakim. 
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Akan tetapi kalau diperhatiakan penjelasan di atas, sumpah pemutus 
merupakan alat bukti yang sangat bsrbahaya, karena: “selalu ada orang yang 
bersedia mengucapkan sumpah palsu, demi untuk mendapatkan keuntungan 
meteri.14Dengan tidak ingat lagi akan hukuman Tuhan, maka sumpah palsu 
dijadikan kebiasaan dan tanpa dipikirkan efeknya”. 
3. Sumpah Penaksir 
Sumpah penaksir tiatur dalam pasal 155 HIR, pasal 182 RBG, dan 
pasal 1940 KUH Perdata.Sumpah penaksir adalah sumpah yang diperintahkan 
oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan sejumlah 
uang ganti kerugian.Sumpah penaksir dilakukan atas dilaksanakan karena 
dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan 
oleh pihak yang bersangkutan itu simpang, maka soal ganti rugi harus 
dipastikan dengan pembuktian. 
Sumpah penaksir ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat dan 
hanya dalam perkara gugatan ganti rugi saja. Sebelum hakim menetapkan 
beban sumpah penaksir, penggugat harus lebih dahulu telah daapat 
membuktikan bahwa ia mempunyai atas hak ganti rugi dari suatu yang 
dituntut. Hakim hanya dapat memerintahkan sumpah penaksir kepada 
penggugat apabila tidak ada jalan lain lagi baginya untuk menetapkan harga 
kerugian tersebut dalam hal pelaksanaan sumpah penaksir ini, hakim hanya 
mempuanyai wewenang saja, bukan suatu kewajiban yang mesti harus 
dilaksanakan.  
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Apabila dilihat nilai pembuktian sumpah penaksir ini adalah sama 
dengan sumpah pemutus dan penambahan, dimana nilai pembuktiannya sangat 
kuat mutlaknya yaitu sempurna, memikat dan menentukan hanya bisa 
dilumpuhkan pemutusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
atas dasar bahwa sumpah yang diucapkan adalah palsu. 
4. Sumpah Li’an 
Masalah sumpah Li‟an diatur dalam pasal 87-88 Undang-undang  
nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam peraturan perundang-
undangan ini dikemukakan bahwa apabila permohonan atau gugatan cerai di 
ajukan asalan dengan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan 
permohonan atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon 
atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa 
permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya 
pemegahan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari permohon atau 
penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka hakim karena 
jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. Pihak 
termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk mengukuhkan 
sanggahannya dengan cara yang sama15. 
Sumpah Li‟an ini tidak terdapat peradilan umum, hanya terdapat 
diperadilan Agama saja, karena sumbernya yang berasal dari Al-Qur‟an Surat 
An Nur ayat 6-9. 
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Dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan 88 diatur tentang 
sumpah li‟an, yakni dimasukkan dalam judul “Cerai dengan alasan zina” pasal 
87 berbunyi: 
a. Apabila permohonan atau gugatan cerai dilanjutkan atas alasan salah satu 
pihak yang melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak 
dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah 
alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonnan atau gugatan 
itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti 
tidak mungkun lagi diperoleh baik dari pemohon atau  penggugat maupun 
dari termohon atau tergugat, maka hakim karena jabatannya dapat 
menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah. 
b. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan 
sanggahannya dengan cara yang sama pasal 88 berbunyi: 
1) Apabila sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) di 
lakukan oleh suami, maka penyelesaiannya di laksanakan dengan cara 
li‟an. 
2) Apabila sumpah sebagai yang di maksud dalam pasal 87 (1) di lakukan 
oleh istri, maka penyelesaiannya di laksanakan dengan hukum acara 
yang berlaku, 
Suami yang mau bercerai dengan istrinya, ia dapat mengajukan 
permohonan ke pengadilan agama untuk menceraikan istrinya dengan “cerai 
talak”. Sedangkan istri yang di minta di ceraikan dari suaminya,  ia dapat 





permohonan ataupun gugatan ini salah satunya boleh dengan alasan bahwa 
salah satu telah melakukan zina. 
Salah satu cara membuktikan telah berzina oleh suami terhadap 
istrinya ialah dengan melakukan sumpah li‟an, yang prosesnya menurut Al-
qu‟an, surat An-nur ayat 6-9  yaitu:16. 
                        
                        
                         
                    
    
Terjemahnya: 
Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal 
mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, 
Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan 
nama Allah, Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang 
benar.Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika 
dia termasuk orang-orang yang berdusta. (8) Istrinya itu 
dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama 
Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-
orang yang dusta.(9) Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat 
Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”. 
 
Dan dalam kompilasi hukum islam pasal 127 telah diatur tata cara 
li‟an, yang menurut pasal 127 adalah sebagai berikut: 
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a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau 
pengingkaran anak tersebut, di ikuti sumpah ke 5 dengan kata-kata “laknat 
Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta “. 
b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah 
empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak 
benar”, di ikuti sumpah ke lima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya 
bila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar. 
c. Tata cara pada point Satu dan dua tersebut merupakan suatu kesatuan yang 
tidak di pisahkan. 
d. Apabila tata cara tersebut pada poin satu tidak di ikuti dengan tata cara 
pada poin dua maka di anggap tidak terjadi li‟an. Li‟an hanya syah jika di 
laksanakan di hadapan sidang pengadilan agama dan jika li‟an telah di 
laksanakan,  maka menyebabkan putusan perkawinan antara suami dan 
istri untu selama-lamanya17 
F. Sumpah dan Penerapannya di  Peradilan   
Dalam proses perkara pengadilan, pembuktian merupakan tahapan 
yang tidak bisa di lewatkan karena dalam rangka proses perkara perdata 
maupun perkara pidana dalam keseluruhannya merupakan satu bagian atau 
tahap daripada proses tersebut, karenanya tujuan serta prinsip-prinsip yang 
berlaku baginya juga berlaku bagi permbuktian. Akan tetapi kalau tujuan dari 
suatu prosesperadilan , pengadilan ialah agar supaya yang berkepentingan 
memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersenketa 
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dan yang dapatdipaksakan realisasinya jika dipandang perlu, maka 
pembuktian juga mengejar tujuan itu. 
Setiap fakta atau peristiwa dalam dalil yang dikemukakaan oleh para 
pihak, terutama mengenai pokok perselisihan, perlu dibuktikan oleh para 
pihak yang bersenketa. Mengenai fakta atau peristiwa tersebut hakim pada 
umumnya dianggap belum mengetahui apa yang diperkarakan oleh para pihak 
dan hal-hal dikemukakan dalam persidangan mengenai peristiwa tersebut 
harus dikuatkan oleh alat-alat bukti dan salah satunya alat bukti sumpah. 
Dalam hukum pembuktian, sumpah merupak salah satu alat bukti yang 
memiliki kekuata  hukum yang telah dibukukan dalam perundang-undangan 
hukum acara. Dalam lingkungan peradilan Islam, sumpah sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam HIR, RBg dan KUH Perdata, dikena ada beberapa 
macam sumpah sebagai alat bukti, sebagaimana yang dijelaskan pada 
pembahasan macam-macam sumpah sebagai alat bukti, yakni sumpah 
pemutus, sumpah tambahan, sumpah penaksir dan sumpah Li‟an. 
Dalam hal penerapannya dalam lingkungan peradilan Islam penulis 
akan menjelaskan secara rinci dan jelas, sebagai berikut: 
1. Sumpah Pemutus 
Sumpah pemutus, yang mana sumpah ini oleh pihak ataau salah satu 
pihak yang berperkara, untuk menggantungkan pemutusan perkara atau 
pengucapan atau pengangkatan sumpah dan inilah yang disebut sumpah 
pemutus. Yakni, merupakan sumpah yang di ucapkan oleh salaah satu pihak 





memerintahkan atau meminta mengucapkan sumpah disebut deferent, yaitu 
orang atau pihak yang memerintahkan sumpah pemutus, sedangkan pihak 
yang diperintahkan bersumpah disebut delat. 
Dalam ruang lingkup penerapannya sumpah pemutus menurut pasal 
1930 KUH Perdata, meliputi segala sengketa, oleh karena itu dapat 
diperintahkan dalam segala jenis sengketa berupa apapun. Akan tetapi pasal 
tersebut membatasi sepanjang sengketa yang tidak dibenarkan 
penyelesaiannya melalui perdamaian, pasal 1930 (2) KUH Perdata, 
menegaskan sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap tingkat 
pemeriksaan perkara mengandung makna yaang sangat luas. 
a) Dalam semua tingkat proses pemerisaan di PN  (Peradilan Tingkat 
Pertama). 
Berdasarkan ketentuan ini, selama proses pemeriksaan di PN 
berlangsung, para pihak yang berperkara berwenang memerintahkan pihak 
lawan mengucapkan sumpah pemutus. Berarti sumpah pemutus sebagai alat 
bukti dapat di perintahkan malai dari saat selesai pembacaan gugatan sampai 
titik saat putusan hendak diucapkan. Namun secara normal selama proses 
replik-duplik, belum tiba saatnya memeriksa pembuktian, sehingga pada tahap 
ini dianggap kurang proporsional untuk menerapkannya. Penerapan perintah 
sumpah pemutus dianggap propoesional berulah pemeriksaan memasuki tahap 
pembuktian.Pada tahap inilah baru jelas diketahui ada atau tidak ada alat 
buktib yang diajukan penggugat atau tergugat. 





Pengertianya dapat diperintahkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan 
bukan hanya sebatas proses pemeriksaan tingkat pertama di PN saja, tetapi 
meliputi proses pemneriksaan tingkat banding di PT. misalnya, selam proses 
pemeriksaan di PN tidak ada bukti yang diajukam para pihak, kemudian tidak 
ada pula pihak lawan yang memerintahkan sumpah. Oleh karena itu PN 
menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat. Terhadaap putusan itu 
penggugat mengajukan banding . 
Dalam memori banding penggugat dapat merintahkan supaya tergugat 
mengucapkan sumpah pemutus18. 
a. Fungsi dan Kewenangan Hakim dalam Sumpah Pemutus 
Seperti yang dijelaskan, penerapan sumpah pemutus semata-mataa 
merupakan haak yang diberikan undang-undang kepada para pihak yaang 
berperkara.Hakim tidak berwenang mengambil inisiatif atasnya. Meskipu 
demikian, hakim mempunyai fungsi dan wewenang untuk menentuka atau 
memutuskan apakah dapat diizinkan atau diberikan wewenang untuk 
menentukan atau memutuskan apakah dapat diizinkan atau dibenarkan hal-hal 
seperti: 
Menentukan apakah sumpah pemutus telah memenuhi 
syarat,Sekiranya salah satu pihak memerintahkan agar pihak lawan men 
gucapkan sumpah pemutus, hakim harus memiliki, apakah syarat yang pasal 
1930 ayat (2) KUH Perdata, pasal 156 ayat (1) HIR telah terpenuhi, yaitu 
sama sekali tidak adaa bukti yang diajukan para pihak. 
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1) Menentukan apakah sumpah pemutus mengenai perbuatan 
pribadi.  
Hal kedua yang mesti diperhatikan hakim sebelum memberi izin 
menerapkan sumpah pemutus, adalah mengenai ketentuan pasal 1331 KUH 
Perdata, pasal 156 ayat (1) HIR.Apa yang hendak diikrarkan dalam sumpah, 
benar-benar mengenai perbuatan yang dilakukan mengenai keadaan yang 
diketahuinya. Apabila syarat itu tidak terpenuhi, hakim berwenang menolak 
permintaan pelaksanaan pengucapan sumpah pemutus. 
2) Hakim berwenang menentukan rumusan sumpah. 
Seperti yang telah dijelaskan, hak memerintahkan sumpah pemutus ada 
pada tangan para pihak.Siapa yang mengambil inisiatif, sekaligus dibebani 
kewajiban merumuskan sumpah yang hendak diucapkan pihak lawan. Namun 
demikian, sesuai dengan fungsi hakim memimpin jalannya persidangan  serta 
menjaga  tegaknya proses persidangan sesuai dengan tata tertib beracara, 
hakim berwenang menolak rumusan sumpah yang tidak sesuai dengan 
kepanduan hukum. 
Dengan demikian sebelum sumpah pemutus diucapkan lebih dahulu 
harus izin atau persetujuan hakim apakah rumusan sumpah telah sesuai 
dengan hukum. Apabila hakim berpendapat rumusannya kurang tepat: 
a) Hakim dapat mengajukan perubaha. 
b) Hakim berwenang melakukan perubahan kecil asal tidak sampai rumusan 





Demikianlah hakim memiliki kewenangan memberi izin dan 
wewenang melakukan perubahan, apabila rumusan yang dibuat pihak, itu 
bertentangan dengan undang-undang dalam arti rumusan yang seperti itu tidak 
boleh diucapkan.Apabila teryata rumusan sumpah bertentangan dengan 
undang-undang dan hakim tidak memperbaikinya atau merubahnya, tetapi 
menolak pelaksanaan perintah pengucapan sumpah yang diminta salah satu 
pihak kepada pihak lawan, penolakan itu dengan sendirinya mengakibatkan 
masalah sumpah menjadi berakhir. 
b. Tata cara pelaksanaan sumpah pemutus 
Mengenai tata cara pelaksanaan sumpah pemutus diatur dalam pasal 
1932 KUH Perdata, pasal 156 HIR. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, apabila 
hakim mengizinkan sumpah pemutus atas alasan bahwa perintah itu 
memenuhi syarat formil, pihak lawan yang diperintahkan mengucapkan 
memiliki hak asasi sesuai dengan tata tertib berikut: 
1. Menerima untuk mengucapkan sumpah pemutus.Inilah pilihan pertama. 
Pihak yang diperintahkan mengucapkan sumpah, melaksanakan perintah 
itu. Apabila dia bersedia melaksanakannya berdasarkan pasal 1932 KUH 
Perdata dia berada dipihak yang harus dimenangkan hakim. Misalnya, 
penggugat memerintahkan pengugat mengucapkan sumpah pemutus 
terhadap perintah itu, tergugat memiliki opsi untuk menerimannya dengan 
jalan melaksanakan mengucapkan sumpah sesuai dengan isi yang 





dengan sendirinya hukum menentapkannya pada pihak yang harus 
dimenangkan dalam perkara tersebut. 
2. Menolak mengucapkan sumpah pemutus.Pilihan kedua, pihak yang 
diperintahkan menolak untuk mengucapkan sumpah. Hal ini diatur dalam 
pasal 1932 KUH Pedata, pasal 156 (3) HIR, kepada pihak yang 
diperintahkan mengucapkan sumpah, diberi kebebasan memilih, 
melaksanakan atau menolak. Cuma apabila dia menolak perintah itu dia 
harus memperhitungkan resiko yang harus dihadapinya sperti: 
a) Penolakan perintah sumpah pemutus, menimbulkan akibat hukum dia 
berada dipihak yang mesti dikalahkan hakim. 
b) Sebaliknya memberi keuntungan pada pihak memerintahkan sumpah 
pemutus. 
c) Yang berhak memerintahkan, menerima, menolak dan mengembalikan 
sumpah pemutus. 
Pasal 1934 KUH Perdata, pasal 157 HIR menentukan siapa yang 
berhak atau berwenang memerintahkan, menerima, menolak dan 
mengembalikan pengucapan sumpah pemutus pasal 1934 KUH Perdata, 
berbunyi; “tiada sumpah yang dapat diperintahkan, dikembalikan atau 
diterima selain oleh pihak yang berperkara sendiri atau oleh orang yang diberi 
kuasa khusus untuk itu”. 
Berdasarkan ketentuan pasal diatas, orang yang berhak atau yang 
berwenang memerintahkan, menerima, menolak atau mengembalikan 





kuasa yang mendapat surat kuasa khusus untuk itu, akan tetapi, ditinjau dari 
perbagai ketentuan perundang-undangan terdapat beberapa kuasa yang dapat 
melakukannya seperti; 
1. Pihak yang berperkara sendiri, hal ini secara tegas disebut dalam pasal 
1934 KUH Perdata atau pasal 157 HIR, Dia yang paling berhak untuk 
memerintahkan, menerima, menolak atau mengembalikan pengucapan 
sumpah pemutus. 
2. Kuasa berdasarkan surat kuasa khusus, baik berdasaar pada pasal  1934 
KUH Perdata maupun pasal 157 HIR, perintah, menerima, menolak atau 
mengembalikannya ini dapat dilakukan oleh kuasa, asal untuk itu 
mendapatkan surat kuasa khusus dari pihak yang berperkara19. 
3. Sumpah Tambahan 
Sumpah tambahan di atur dalam pasal 1940 KUH Perdata, yang 
berbunyi: 
“hakim, karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak 
yang berperkara untuk mengangkat sumpah. Supaya dengan sumpah itu dapat 
diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan”. 
Sumpah tambahan itu berdiri sendiri membuktikan dalil untuk atau 
bantahan  yang diajukan, padahal menurut hukum, kualitas dan fungsinya 
sebagai alat bukti adalah utuk menambah dan mencukupi alat bukti lain yang 
telah ada. 
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Sumpah tambahan diperintahkan kepada pihak yang lebih kuat 
pembuktian permulaanya.Kalau yang memiliki bukti permulaan hanya satu 
pihak saja, misalnya haanya penggugat atau tergugat.Maka penerapan sumpah 
tambahan tidak ada masalah.Sumpah tambahan dapat langsung diperintahkan 
kepada pihak yang bersangkutan.Penerapan yang demikian, sangat realistis 
dan objektif, dan juga tidak melanggar asas impersialitas atau berat sebelah. 
Karena secara realistis  yang memiliki bukti permulaan hanya satu pihak saja. 
Tidak demikian halnya apabila masing-masing pihak sama-sama 
memiliki bukti permulaan, misalnya: “ penggugat dalam persidangan 
mengajukan alat bukti berupa sakasi yang memenuhi syarat formil dan materil 
sehingga sah sebagai alat bukti . Cuma alat bukti yang diajukan hanya satu 
saksi saja. Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 1905 KUH Perdata, yang 
berbunyi: “ keterangan seorang saksi saja, tanpaa suatu alat bukti lain, dimuka 
mengadilan tidak boleh dipercaya. Dengan memperhatikan dan menguji bunyi 
pasal tersebut maka alat bukti yang diajukan penggugat hanya berkualitas 
sebagai untuk testis nulhes testis, itu berarti bila ditinjau dari segi hukum 
pembuktian, kualitas pembuktian penggugat yang demikian tidak mencukupi 
batas minimal tapi haya bernilai sebagai alat bukti permulaan. Sebaliknya 
tergugat mangajukan beberapa orang saksi.Namun semua saksi tersebut hanya 
de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan hanya bernilai sebagai de 
auditas, berarti keterangan yang mereka berikan sebagai alat bukti, tidak 
memenuhi syarat sebagaiman yang di gariskan pasal 1907 KUH Perdata 





Pada contoh kasus di atas, penggugat dan tergugat masing-masing dan 
sama-sama mempunyai alat bukti.Akan tetapi, alat bukti penggugat tidak 
mencukupi untuk membuktikan dalil gugat. 
Dapat di ucapkan oleh kuasa.Tanpa mengurangi prinsip yang di 
kemukakan di atas, pasal 1945 ayat (2) KUH Perdata, pasal 157 HIR memberi 
kemungkinan pengucapan sumpah tambahan di lakukan oleh seorang kuasa 
yang di tunjukkan oleh pihak yang bersangkutan. 
4. Sumpah penaksir 
Bentuk sumpah penaksir ini di atur dalam kalimat berakhir pasal 155 
ayat (1) HIR dan pasal 1940 KUH Perdata yakni sumpah yang di ucapkan 
untuk menetapkan jumlah ganti rugi atau harga barang yang akan di kabulkan. 
Sebagaimana yang di jelaskan pada bab sebelumnya , sumpah penaksir 
merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus di tetapkan untuk 
menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang di gugat 
oleh penggugat. 
Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi 
atau harga yang akan di kabulkan. Jadi, penerapan jumlah ini baru dapat di 
lakukan apabila sama sekali tidak ada alat bukti lain dan kasus oleh sehingga 
putusan yang di jatuhkan bertitik tolak dari bukti tersebut.  
G. Nilai Kekuatan dan Batas Minimal Alat Bukti Sumpah di Pengadilan 
Dengan berlandas dan besar pada pasal 1929 KUH Perdata, pasa 177 
HIR, tentan dua bentuk alat bukti sumpah yakni sumpah pemutus dabn 





landasan dasar penerapanya berbeda sebagaimana yang telah dijelaskan pada 
pembahasan sebelumnya. 
a. Nilai kekuatan dan batas minimal pembuktian sumpah pemutus. 
 Alat bukti sumpah pemutus diatur dalam pasal 1930 KUH Perdata, 
berkaitan mengakhiri perkara, dan putusan sepenuhnya didasarkan  dari isi 
sumpah yang diucapkan. 
1) Nilai kekuatan pembuktiannya. 
Seperti yang sudah dijelaskan dan sesuai dengan sebutannya 
sumpah pemutus atau menentukan sifat nilai pembuktiannya yang melekat 
padanya adalah mutlak, dalam arti kesempurnaan, kekuatan mengikatnya 
dan kekuatan memaksanya adalah mutlak, sedemikian rupan mutlah 
kekuatan pembuktianya, sehingga tidak diminta bukti lain untuk 
mengucapkannya. 
2) Batas minimal pembuktiannya. 
Batas minimalnya berdasarkan pada nilai kekuatan pembuktian 
yang melekat pada diri alat bukti tersebut oleh karena kekuatan 
pembuatanya secara mutlak, mengikat dan memaksa, secara mutlah dapa 
berdiri sendiri, tanpa bantuan alat bukti lain, bahkan pasal 177 HIR sendiri 
melarang permintaan menambah alat bukti lain untuk menguatkan 
kebenaran isi sumpah yang diucapkan. 






Berhubungan dengan alat bukti sumpah tambahan diatur dalam 
pasal 1940 KUH Perdata. Untuk memahaminya dengan tepat, penulis akan 
membahas batas minimal pembuktiannya baru nilai kekuatan 
pembuktiannya.  
1).  Batas minimal pembuktiannya. 
Berdasar pada pasal 1941 KUH Perdata, penerapan sumpah 
tambahan sebagai alat bukti, digantungkan pada syarat: 
 Jika tuntutan atau tangkisan tidak terbukti dengan sempurnah. 
 Jika tuntutan maupu tangkisan maksudnya, pihak penggugat dan 
mengajukan bukti utuk membuktikan dalil gugatan, tetapi tidak 
sempurnah atau tidak cukup memenuhi batas minimal pembuktian. 
Begitu juga tergugat, ada mengajukan bukti untuk membuktikan 
dalil bantahannya, tetapi tidak mencukupi batas minimal 
pembuktian. Artinya baik alat bukti yang diajukan penggugat 
maupun tergugat, sama-sama bernilai alat bukti permulaan. 
Barulah di atas landasan alat bukti permulaan itu, hakim 
dibolehkan untuk memerintahkan mengucapkan sumpah tambahan 
kepada salah satu pihak. Jadi, dari penjelasan di atas, bisa 
dikatakan alat bukti sumpah tambahan tidak dapat berdiri sendiri. 
Sesuai dengan sifat dan figurnya, alat bukti sumpah tambahan 
hanya dapat di tegakkan di atas alat bukti pemulaan, dengan 
demikian dia berfungsi untuk menambah kesempurnaan alat bukti 





Jadi dapat dikatakan, alat bukti sumpah tambahan bersifat asesor 
terhadap alat bukti permulaan.Tanpa alat bukti permulaan, tidak dapat 
dilahirkan dan diwujudkan sumpah tambahan. 
2).  Nilai kekuatan pembuktian sumpah tambahan. 
Nilai kekuata pembuktiannya sama dengan sumpah pemutus, 
bersifat mutlak dan memaksa. Yang mana di dalamnya melekat rangkaian 
kekuata pembuktian sempurnah, mengikat dan memeksa, tidak boleh 
diminta bukti lain untuk memperkuat kebenaran yang terkandung dalam isi 
sumpah yang diucapkan dan hakim secara mutlak terikat menerima 
kebenarannya, sehingga putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari bukti 
tersebut. 
3) Kekuatan Sumpah penaksir. 
 Kekuatan sumpah penaksir adalah sama dengan sumpah pemutus 
dan sumpah tambahan. Nilai pembuktiannya sangat kuat dan mutlak yaitu 














SUMPAH DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT 
 
A. Sumpah dalam Syari’at Islam 
1. Pengertian Sumpah 
Menurut bahasa (Al-Yamin) artinya tangan kanan, kekuatan dan 
sumpah. Dia adalah lafal mistarak antara ketiga arti tersebut, namun kemudian 
dipakailah makna, sumpah pada masa jahiliyah orang-orang yang bersumpah 
masing-masing memegang tangan kanan sesama temanya (lawanya), atau 
karena orang yang bersumpah mempunyai tujuan  untuk menguatkan niatnya 
sebagaimana tangan kanan adalah lebih kuat daripada tangan kiri 20. 
Menurut istila, sumpah adalah suatu peryataan atau bentuk pembuktian 
dan pembelaan diri terhadap dugaan atau dengan kata lain, sumpah merupakan 
ucapan untuk menguatkan peryataan yang mana, ssumpah ini memiliki makna 
yang berhubungan langsung dengan Sang Khalik (Allah). 
Dengan demikian dalam syari‟at Islam juga, sumpah dikenal sebagai 
alat bukti. Akan tetapi, pada dasarnya sebagaiman yang telah dijelaskan di 
atas, pada zaman jahiliyah membuktikan dengan mengucapkan sumpah hanya 
dilakukan diantara dua belah pihak yang berperkara atau yang bertentangan 
saja tampa dinaungi oleh lembaga peradilan sesuai dengan perkembangan 
zaman, maka sumpah diterapkan sebagai alat bukti dalam perkara pengadilan. 
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Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Abdul bin Abas, yang 
berbunyi:  
“Jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan 
bayaklah org yang menggugat hak atas hartanya terhadap orang lain, tetapi 
(ada cara pembuktian) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantah 
hak orang lain dan menunjukan suatu peristiwa tertentu) dibebankan untuk 
pembuktian dan (lagi mereka yang tidak memiliki bukti lain) dapat 
mengingkari dengan sumpah”; (HR, Bukhari dan Muslim) 21. 
Dalam uraian hadis Rasulullah di atas, jelas sekali apabila ingin 
melakukan gugatan atau tuntutan terhadap pihak lain maka harus disertakan 
dengan alat bukti maka alat bukti alaternatifnya adalaah dengan bersumpah, 
guna untuk mendapatkan keputusan dan kepastian serta penyelesaian perkara. 
Akan tetapi dalam syari‟at Islam sumpah tidak hanya dikenal dan digunakan 
sebagai alat bukti ketika berperkara saja, melainkan juga sumpah dikenal dan 
selalu digunakan dalam kegiatan dan aktivitas keseharian dalam kehidupan 
bermasyarakat, seperti halnya jual-beli syari‟at Islam memberikan batas 
penggunaannya, dalam artian Islam hanya mensyariatkan sumpah hanya 
dengan nama Allah, seabagaiman Allah berfirman dalam surah Al- 
Baqarah/2;224, yaitu: 
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                    
           
Terjemahan: 
 
Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah 
di antara manusia 
Maksud dari ayat di atas yakni, melarang dan mengingatkan ummat 
Islam khususnya untuk tidak bersumpah dengan mempergunakan nama Allah 
dalam urusan yang tidak disyariatkan oleh Allah (Islam). 
2. Dasar Hukum Sumpah 
Bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-Nya itu dilaksanakan 
untuk mendorong dalam menepati janji dan dasar hukum pelaksanaannya 
sumpah adalah: 
Bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-Nya itu dilaksanakan 
untuk mendorong dalam menempati janji dan dasar huku pelaksanaannya 
sumpah adalah: 
a) Al- Qur’an 
Dasar hukum sumpah dalam Al-Qur‟an adalah terdapat dalam Surah 
Al-Maidah/5: 89 yaitu : 
                         
 






“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang 
tidak dimaksud   (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu 
disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Q.S. Al-Maidah ayat 
89”. 
b) As-Sunnah 
Sangat banyak hadis Rasulullah SAW, yang dapat dijadikan landasan 
dan dasar hukum sumpah, akan tetapi penulis banyak memuat dalam tulisan 
ini dimana beberapa hadis yang berkenaan dan berhubungan langsung dengan 
pembahasan skripsi ini, yang mana diantaranya adalah: 
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Nisa/4:58; yaitu: 
                           




“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat”. 
 
3. Macam-macam Sumpah dalam Islam 
Dalam syari‟at Islam sumpah dibagi menjadi tiga macam yaitu: 
a) Sumpah Lahwu (permainan) 
Sumpah Lahwu adalah sumpah yang apabila dilanggar tidak akan 
mendapatkan dosa dan tidak pula membayar kifarat bagi yang melanggarnya. 





Sumpah Mun‟aqidah adalah yang apabila dilanggar maka wajib 
membayar kifarat bagi yang melanggarnya. 
B. Sumpah dalam Perspektif Fuqaha 
Mengenai sumpah, fuqaha telah sepandapat bahwa sumpah tersebut 
dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak tergugat, apabila pihak 
penggugat tidak mempunyai saksi atau alat bukti lain. Dalam hal sumpah ini 
ada beberapa pendapat atau pandangan fuqaha; 
Pertama; Imam Malik berpendapat bahwa dengan sumpah itu dapat 
ditetapkan hak penggugat dalam menetapkan dan apa yang diingkari oleh 
pihak tergugat, dan dalam menghapuskan hak yang ditetapkan kepadanya, 
apabila pihak yang di tetapkan hal tersebut menggugat penghapusannya pada 
suatu tempat dimana pihak penggugat lebih kuat sebab dan ketimbang pihak 
tergugat. 
Kedua;  fuqaha lainnya berpendapat bahwa dengan sumpah itu sutu 
gugatan tidak bisa tetap bagi penggugat, baik untuk menghapuskan darinya 
yang sebenarnya telah menjadi tetap baginya ataupun untuk menetapkan hak 
yang diingkari oleh lawanya22. 
Dengan melihat uraian di atas, maka penulis bisa menggambil 
kesimpulan bahwa sumpah menurut perspektif Fuqaha, bahwa kekuatan yang 
terkandung dalam sumpah sebagai alat bukti sangat kuat, dan dapat 
menggugurkan peryatan yang lain. Dengan demikian, sumpah sebagai alat 
                                                          





bukti tidak saja digunakan dalam pengadilan umum saja, akan tetapi dalam 
pengadilan islam juga sumpah digunakan sebagai alat bukti. 
C. Sumpah dalam Lingkungan Masyarakat 
Dalam lingkungan masyarakat kita yang semakin maju dan modern 
sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana dapat istiadat sudah banyak 
ditinggalkan bahkan di beberapa daerah terancam parah. Karena banyak 
peraturanya yang dianggap tidak sesuai lagi dan tidak sejalan dengan 
perkembangan zaman. Tetapi dibeberapa daerah juga yang kehidupan 
masyarakat masih tergolong tradisional dan masih berpegang teguh sama 
dapat turun temurung. Terutama jika diyakini dari beberapa peraturan itu 
sejalan dengan ajaran agama yang diyakini, dan bisa menjadi pegangan dalam 
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa, dan saat hukum positif juga tidak 
mengatur persoalan itu. 
Di daerah jawa misalnya, sampai kini sering kita dengar dan melihat 
dalam siaran media elektronik, bahwa masyarakat di daerah tersebut 
melakukan sebuah ritual ini bisa dilakukan apabila terjadi sengketa, namun 
tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Dengan sumpah pocong ini 
mereka berharap dapat mengetahui dan membuktikan siapa yang salah dan 
siapa yang benar dan selanjutnya akan menjalani proses hukum. Tapi yang 
menjadi pertanyaan apakah pembuktian dengan cara sumpah pocong ini akan 
efektif dan bagaimana pandangan aparat hukum dan pemuka agama. 
Menurut penulis, sumpah pocong biasa dilakukan setelah penuduh 





keberatan untuk menindak lanjut tuduhan itu, dikarekan oleh bukti yang tidak 
lengkap dan lemah. Pihak kepolisian juga mengakui ada kalanya mereka 
memberi saran untuk melaksanakan sumpah pocong, karena menurut mereka 
akan dapat membuat masalah menjadi jelas dan menghindari aksi main hakim 
sendiri terhadap mereka yang menjadi tersangka. Sama halnya dalam 
lingkungan peradilan yang mana sumpah tambahan yang merupakan teakhir 
untuk menyelesaikan perkara, apabila diantara kedua belah pihak tidak 
mampu memberikan bukti yang kuat. 
Namun, yang perlu kita pahami, sumpah pocong memang merupakan 
sebuah realitas social dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya di daerah 
jawa. Bahkan dalam perkembangannya, tidak hanya daalam perkara santet 
saja yang menjadi  objek masalah, tetapi sudah melebar ke masalah rumah 
tangga (tuduhan selingkuh), pada hakekatnya kalau kita melihat dan mengkaji 
konsekwensinnya dari ritual sumpah pocong ini, karena hakekatnya tetaplah 
mengucapkan sumpah dan akan berhadapan dan berurusan lagsung dengan 
kekuatan yang Maha Pencipta. 
Lepas dari dampak atau konsekwensinya yang akan muncul kemudian, 
secara hukum pihak kepolisian tetap tidak bisa mengusut kasus sesuai dengan 
hukum, sepanjang tidak ada bukti yang kuat diantara paraa pihak. Misalnya, 
sebuah kasus antara si A dan si B, dimana pihak kepolisian menganggap 
masalahnya selesai begitu sumpah pocong dilakukan. Dalm hal ini polisi 
melihat manfaatnya, bahwa sumpah pocong tersebut telah mampu merendam 





Dalam hal sumpah pocong ini menimbulkan beragam pendapat 
tanggapan mengenai keberadaan sumpah pocong ini. Misalnya, menurut 
pandangan agama Islam, karena dalam Islam hanya dikenal sumpah, dan 
pelaksaannya cukup melafalkan do‟a tertentu, sesuai dengan kepentingannya, 
tampa embel-embel seperti halnya sumpah pocong. Namun menurut 
bandangan ahli metafisika, sumpah pocong tetaplah sebuah sumpah yang 
berkaitan langsung dengan Sang Pencipta, lain lagi menurut kecamata 
Sosiolog, yang melihat adanya sumpah pocong di masyarakat, sebagai bukti 
bahwa hukum  positif kita masih memiliki kelemahan, KUHP misalnya, 
sampai kini belum bisa menyentu hal-hal yang sifatnya Supra Netural seperti 
kejahataan santet, yang mana santet merupakan pemicu sumpah pocong. 















HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 
 
A. Kekuatan Sumpah dalam Hukum Islam 
Kekuatan hukum sumpah di muka pengadilan merupakan hal yang 
terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum 
dan  keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. 
Oleh karena itu, untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang 
dibawah ke muka hakim dan supaya keputusan hakim benar-benar 
mewujudkan keadilan  maka hendaklah hakim mengetahui hakikat 
gugatan/dakwaan dan mengetahui hukum tentang perkara tersebut.23 
Hakim mengetahui tentang gugatan-gugatan yang dihadapkan 
kepadanya, baik dengan penyaksikan sendiri apa yang digugat itu, ataupun 
sampainya berita secara mutawatir kepadanya. Kalau berita yang sampai 
kepadanya, tidak dengan jalan mutawatir atau tidak dapat meyakinkannya, 
hanya dapat menimbulkan persangkaan yang kuat saja. 
Oleh karena mengharuskan seseorang memperoleh berita secara 
mutawatir itu,menimbulkan kesukaran dan dapat menghilangkan banyak hal, 
maka agama membolehkan hakim menerima keterangan yang dapat 
menimbulkan persangkaan yang kuat dan dibenarkan hakim menerima 
keterangan tersebut. Untuk mengetahui tentang gugatan-gugatan yang 
diajukan itu, cukuplah pengakuan dengan orang yang digugat atau keterangan-
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keterangan dari saksi yang adil, walaupun kemungkina yang mengajukan 
perkara tersebut berdusta dan demikian pula dengan saksi-saksinya. 
Berdasarkan uraian tersebut, sudah jelas pembuktian adalah hal yang 
penting urgen dan harus dilakukan demi dan untuk tegaknya serta 
terpeliharanya keadilan. Teori dibalik penyelenggaraan keadilan dalam Islam 
didasarkan atas prinsip-prinsip yang unik, dan besumber pada qur‟an serta 
kedaulatan ummat. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, Khalifah, 
Kaisar atau Sultan sama sekali bukan merupakan sumber keadilan. Dalam 
bentuk hubungan antara penguasa di satu pihak dan dikuasai di pihak lain. 
Keagungan mereka dan kekuasaan negara dipandang sebagai suatu hubungan 
yang seleras dan sesuai dengan kebajikan yang tercermin dalam hasil-hasil 
positi dari tujuan pemerintah.Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
pelaksanaan hukum selalu berdasarkan pada pemeliharaan agama yang 
melambangkan perang agama sebagai sintesis atas penegakan keadilan. 
Perlaksanaan keadilan yang berlandasan pembuktian itu sesungguhnya 
telah terdapat cikal bakalnya pada priode Rasulullah yang pada akhirnya 
menjelma sebagai tatanan formal hukum pembuktian. Untuk itu, dalam skripsi 
ini akan dibahas pembuktian dalam hukum Islam. 
Darwan Prints mendefinisikan pembuktian sebagai, “pembuktian suatu 
pristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, 
sehingga harus mempertanggungjawabkannya”.24 
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Menurut Yahya Harahap, dalam pengertian yang luas, pembuktian 
adalah kemampuan penggugat atau tergugat dan memanfaatkan hukum 
pembuktianya untuk mendukung dan membenarkannya hubungan hukum dan 
peristiwa-peristiwa yang didalikan atau dibantah hubungan hukum yang 
diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya diperlakukan 
sepanjang mengenai hal-hal yang dibantah atau hal yang masih diperselisihan 
di antara pihak-pihak yang berperkara.25 
Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah 
menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan didalam 
suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang 
diperiksa oleh hakim.26 
Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpukan bahwa pembuktian 
adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan 
kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang 
bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan. Dalam sengketa 
yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim itu, masing-
masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan.Hakim harus 
memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah 
yang tidak benar.Berdasarkan pemeriksaan yang teliti dan saksama itulah 
hakim hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah 
dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah 
ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. 
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Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan dimuka pengadilan harus 
memenuhi syarat-syarat tersebut sebagai berikut: 
1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa ataun kejadian 
yang disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan cara untuk 
menyelesaikan sengketa. Kalau pembuktian terhadap peristiwa atau 
kejadian telah diakui oleh tergugat tidak perlu dibuktikan lagi. 
2. Peristiwa atau kejadian harus dapat diukur, terikat dengan ruang dan 
waktu. 
3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang 
disengketakan. 
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Maksudnya bahwa 
sering dalam membuktikan suatu hak terdiri dari rangkaian beberapa 
peristiwa, makaa peristiwa atau kejadian tersebut merupakan salah satu 
mata rangkaian peristiwa atau kejadian tersebut.27 
5. Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang oleh hukum dan 
kesusilaan.28 
Para pihak yang berperkara berwenang dan berkewajiban 
mengemukakan bukti apabila diminta oleh hakim. Hakim yang akan 
menetapkan kepada siapa dipebankan pembuktian tersebut. Pihak  
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yangdibebankan wajib bukti  akan mengandung resiko bahwa jika tidak 
berhasil maka pihak tersebut akan dikalahkan.29 
Lazimnya, penggugat sebagai pihak yang memulai dahulu menggugat, 
kalau dibantah oleh tergugat maka penggugat harus membuktikan kebenaran 
gugatannya.Demikian pula jika tergugat di dalam bantahannya mengajukan 
tuntutan, maka hal itu harus dibuktikan pula.Jadi beban pembuktian itu bukan 
terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara 
baik penggugat maupun tergugat. Pembuktian tersebut tidak lain untuk 
memenuhi syarat keadilan, oleh karena itu hakim haruslah berhati-hati dalam 
menetapkan beban pembuktian tersebut dengan pembuktian secara seimbang 
dan patut dan tidak berat sebelah. 
Suatu perkara dipengadilan tidak dapat diputus oleh hakim tampa 
didahului dengan pembuktian. Dengan kata lain, kalau gugatan penggugat 
tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh hakim 
tetapi putusan yang menolak gugatan karena tidak ada bukti. 
Dalam kitab-kitab fikih kebanyakan fuqaha menyebut alat bukti 
dengan al- bayyinah. Pengistilahan ini sesuai dengan hadis Nabi saw, yang 
telah disebutkan sebelumnya. Adapula yang menyebutkanya dalam al-hujjah, 
ad- dalil, al- burhan, tetapi yang tiga terakhir ini tidak lazim dipakai. Alat 
bukti di dalam peradilan islam terdiri berapa macam. Di antaranya ada yang 
sepakati oleh mazhab-mazhab dan sebagaianya masih diperselisihkan. Di 
dalam kitab-kitab hukum islam (fiqh) kebanyakan para ahli hukum islam 
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menyebut alat bukti dengan Al- Bayyinah yang berarti keterangan, yaitu 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar). 
Ibnu Qayyim al- Jauziyah mengemukakan bahwa ada 26 alat bukti 
yang dapat igunakan di hadapan majelis hakim.Namun tidak semuanya 
diterima oleh ahli fiqih. Adapun alat bukti yang dipakai oleh ulama fiqih 
adalah sebagai berikut;30 
a. Kesaksian (asy- syahadah). 
b. Ikra (al- iqrar), pengakuan dari pihak tergugat bahwa apa yang digugat 
oleh penggugat adalah benar. 
c. Sumpah (al- yamin). 
d. Nukul ( penolakan pihak tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan 
haknya). 
e. Qarinah (indikasi yang menunjukan kebenaran atau ketidakbenaran suatu 
gugatan). 
f. Qasamah (sumpah yang dilakukan berulangkali oleh penggugat dalam 
kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di daerah 
sekitar terjadinya pembunuhan atau tempat kejadian perkara, yang 
bertujuan untuk menyatakan bahwa mereka bukan pembunuhannya). 
Dalam pada itu, peradilan Islam ini hanya akan dibahas beberapa alat 
bukti yang berpokok atau hujjah-hujjah syar‟iyah yang diperlukan dalam soal 
gugat-menggugat serta yang sering digunakan peradilan islam, yaitu: 
1. Iqrar (pengakuan). 
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2. Syahadah (kesaksian). 
3. Surat. 
4. Keterangan ahli. 
a. Alat Bukti Pengakuan (Iqrar) 
Alat bukti pengakuan dalam hukum Islam adalah disebut al-iqrar yang 
artinya ialah salah satu pihak atau suatu sahnya mengaku secara tegas tanpa 
syarat bahwa apa yang dituntut oleh pihak lawanya adalah benar.31 
Dasar pengakuan sebagai alat bukti menurut hukum Islam adalah 
dalam Q.S An-Nisa/4: 135yaitu : 
                          
                             




Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya 
ataupun miskin, Maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari 
kebenaran.Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggak 
menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
segala apa yang kaamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa/4; 135). 
 
Hujjah yang paling kuat adalah pengakuan si tergugat. Untuk 
memberikan pengakuan, maka hendaklah orang yang memberikan pengakuan 
itu dalam keadaan beakal, baligh, tidak dipaksa, dan bukan orang di bawah 
                                                          





pengampuan (curatele).Oleh karenanya, pengakuan orang-orang yang dipaksa, 
anak kecil, orang gila dan sebagainya, tidaklah dianggap sah. Walaupun 
pengakuan ini di pandang sebagai hujjah yang paling kuat, namun terbatas 
hanya mengenai diri si yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai 
diri orang lain. Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula 
dilakukan dengan isyarat oleh orang yang tidak bisa berbicara, asal isyaratnya 
itu dapat diketahui umum, dan tidak masalah zina dan sepertinya. Menurut 
hukum asal, apabila si tergugat sudah mengaku, maka hakim dapat 
memutuskan perkara dengan memenangkan si penggugat dan tanpa perlu 
mendengar keterangannya lagi. Dalam pada itu, para fuqaha  mengecualikan 
beberapa masalah. Dalam masalah-masalah itu, masih diperlukan bukti-bukti 
dari si penggugat walaupun sudah diberikan pengakuan dari si tergugat, untuk 
menghilangkan kemelaratan-kemelaratan yang timbul pada suatu pihak. 
Umpamanya, apabila seorang waris mendakwakan bahwa si mati ada hutang 
padanya dan dakwaan itu dibenarkan oleh salah seorang waris yang lain. 
Dalam hal ini waris pertama, harus memberikan bukti walaupun sudah diakui 
oleh seorang waris yang lain, karena haknya mengenai seluruh harta 
peninggalan.32 
Dalam sejarah peradilan Islam menerapkan alat bukti iqrar dapat 
dilihat sewaktu Rasulullahsaw. Didalam mesjid, telah datang seorang laki-laki 
muslim. Ia seruh kepada Rasullullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah 
berzina.Rasulullah berpaling daripadanya. Orang itu kemudian berputar 
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menghadap Rasulullah dan berkata: Ya Rasulullah, saya telah berzina. 
Rasulullah berpaling daripadanya hingga orang itu mengulangi yang demikian 
itu sebanyak empat kali. Tatkala orang itu telah saksikan kesalahan dirinya 
empat persakasian (maksudnya empat kali mengaku), Rasulullah 
memanggilnya dan bertanya: Apakah anda tidak gila? Orang itu menjawab, 
tidak.Rasulullah bertanya lagi, aapakah anda sudah kawin?Orang itu 
menjawab, sudah. Maka Rasulullah saw. bersabda: Baawalah oraang ini pergi 
dan raajamkanlah ia.33 
b. Alat Bukti Kesaksian(Syahadah) 
Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang pengadilan 
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu tentang suatu peristiwa atau keadaan 
yang ia lihat, degar dan ia alami sendiri sebagaai bukti terjadinya peristiwa 
atau keadaan tersebut. Kata saksi terambil dari kata musyahadah, yang artinya 
menyaaksikan dengan mata kepala sendiri.Jadi saksi yang dimaksud di sini 
adalah manusia hidup.34 
Kata saksi jika dilihat dari pengertian terminologi berarti orang yang 
mempertunjukkan, memperlihatkan, sebagai bukti.35 
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Sedangkan menurut istilah syara‟ ialah orang yang menyaksikan 
dengan mata kepala sendiri.36 
Alat bukti saksi dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-
laki) atau syahidah (saksi wanita) yang diambil dari kata musyahadah yang 
artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.Jadi saksi yang dimaksud 
dalam hal ini adalah manusia hidup. Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam 
kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan 
seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya.37 Maknanya ialah 
pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya. 
Bayyinah dalam fuqaha, sama dengan syahadah (kesaksian). Tetapi 
Ibnu Al- Qayyim memaknakan bayyinah dengan segala yang dapat 
menjelaskan perkara. Sedangkan syahadah ialah; mengemukakan syahadah 
(kesaksian) untuk menetapka hak atas diri orang lain38. 
Dalam pandangan Islam, saksi termasuk hal penting dalam 
menegakkan kebenaran dan keadilan.Karena itu Allah swt. Melarang seorang 
saksi berlaku enggak atau menolak memberi keterangan apabila ia diminta. 
Sabagaimana  dalam Q.S. Al- Baqarah/2 : 282, yaitu : 
Terjemahan: 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu).jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
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jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 




Pada perinsipnya, sitiap orang dapat menjadkan saksi.Namun demikian 
untuk memelihara untuk obyektifitas saksi dan kejujurannya, ada orang 
tertentu oleh undang-undang tidak dapaat diperkenangkan menjadi saksi 
sebagai dasar untuk memutus perkara, karena adanya hubungan tertentu 
dengan para pihak, atau keadaan tertentu.Orang tidak boleh didengar sebagai 
saksi ialah.39 
1. Keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan 
yang sah. 
2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. 
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar ussianya cukup 15 tahun. 
4. Orang gila, meskipun ia kadang-kadang mempunyai ingatan terang. 
Sejalan dengan maksud undang-undang di atas, Nabi saw. telah 
memperingati agar tidak mengangkat saksi orang penghianat, orang yang 
memiliki rasa dengki terhadap saudaranya, dan pembantu terrhadap 
tuanya.Nabi bersabda :“Tidak boleh diterima kesaksian seorang pengkhianat 
laki-laki dan tidak pula pengkhianat perempuan, orang yang memiliki 
perasaan dengki terhadap saudaranya, dan tidak diterima kesaksiannya 
seorang pembantu atas tuannya”. 
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Saksi-saksi yang dipanggil ke muka sidang pengadilan mempunyai 
kewajiban menurut hukum yaitu : 
1. Kewajiban untuk menghadap atau datang memenuhi panggilan 
persidangan, yang mana dirinya dipanggil dengan patut dan sah. 
2. Kewajiban untuk bersumpah sebelum memberi keterangan, sumpah ini 
menurut ketentuan agamanya  dan bagi suatu agama yang tidak 
memperkenankan adanya sumpah maka diganti dengan mengucapkan 
janji. 
3. Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar. 
Dalam peraturan perundang-undangan tentang hukum acara perdata 
tidak ada persyaratan secara mutlak untuk diterima sebagai saksi, baik jenis 
kelamin, sifat, dan beberapa jumlah ideal.Perbedaan agama tidak menjadi 
halangan untuk diterimanya seseorang menjadi saksi, karena prinsip utama 
dalam masalah pembuktian adalah terungkapnya suatu kebenaran suatu 
peristiwa yang menjadi sengketa antara para pihak dimuka majelis hakim, 
dengan hal tersebut keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.40 
Proses dalam pemberian keterangan dalam persaksian tuduhan zina. 
Perempuan boleh menjadi saksi kasus pidana maupun perdata kecuali untuk 
tindak pidana zina atau tuduhan zina sebagaimana dalam pasal 139 HIR 
dijelaskan bahwa siapa yang menjadi saksi dalam persidangan dengan syarat 
bukan salah satu pihak yang berkara. 
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Kesaksian dapat dibebankan menjadi dua berdasarkan hak terhadap 
manusia dan hak terhadap Allah. Kesaksian berdasarkan hak manusia terbagi 
atas tiga, namun hanya ada dua jenis yang saksinya boleh perempuan yaitu: 
1. Kesaksian yang bisa diterima dengan dua orang saksi laki-laki dan satu 
orang wanita atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita, atau bisa juga 
seorang saksi dan sumpah orang yang menuduh.Yaitu kesaksian yang 
berkaitan dengan harta, seperti jual beli, sewa, gadai dan lain sebagainya. 
2. Kesaksian yang bisa diterima dengan dua orang saksi laki-laki, atau 
seorang saksi laki-laki, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi 
wanita, atau empat orang saksi wanita.Yaitu kesaksian pada permasalahan 
yang biasanya bukan menjadi kewenangan laki-laki, seperti persusuan, 
kelahiran, dan aib bagian dalam wanita. 
Syarat keislaman sebagai syarat umum yang ditetapkan fuqaha. Pada 
perinsipnya, seorang non muslim tidak boleh menjadi saksi terhadap orang 
muslim. Namun dalam situasi tertentu seperti tidak adanya saksi selain non 
muslim tersebut, maka menurut Imam Ahmad, itu dapat diterima.41 
Adapun pendapat sebagai ulama lainnya menyebutkan kesaksian 
seorang non muslim terhadap orang muslim tidak di bolehkan adalam urusan 
atau perkara yang termaksud hukum keluarga (ahwal-syakhshiyah), seperti di 
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tunjuk dalam Q.S. Al-Talaq (65); 2., tetapi yang diperbolehkan kesaksianya 
selain dari itu.42yaitu: 
                  
                        
                       
Terjemahan: 
Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah 
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan 
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.Demikianlah 
diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan 
hari akhirat.barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan 
mengadakan baginya jalan keluar. 
 
Dengan kesaksian yang cukup syarat, nyatalah kebenaran bagi hakim 
dan wajiblah dia memutuskan perkara  sesuai dengan kesksian itu. Para fuqaha 
telah menerangkan syarat-syarat yang wajib sempurnaah pada kesksian supaya 
kesaksian itu hrus diterima dan mesti dipergunakan. Demikian pula mereka 
telah menerangkan tentang orang-orang yang diterima kesksiannya dan orang-
orang yang ditolak kesaksiannya, tentang hukum berbeada kesaksian dari 
gugatan, tentang perbedaan para saksi satu sama lain, hukum mencaabut 
kesaksian, menyuruh saksi bersumpah dan hal-hal yang diterima kesaksiannya 
dengan cara mendengar. Demikian pula hukum bertentangan antara satu saksi 
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dengan lain yang diajukan oleh dua orang penggugat yang masing-masingnya 
mengemukan saksi. 
Fiqih Islam, menurut pandapat yang dipegang oleh Jumhur Fuqaha, 
menerima bayyinah syakhshiyah, atau syahadah dalam segala macam 
keadaan. Akan tetapi dengan ada ketentuan-ketentuan dan ada batas-batasnya, 
berdasarkan perbedaan mazhab dan perkara yang dihadapi.Para fuqaha, bahwa 
dalam kesaksian ini diperlukan bilangan.Karena hal ini merupakan satu urusan 
ibadah.Walaupun sebenarnya menurut logika, kebenaran itu berdasar kepada 
keadilan dan kejujuran yang memberikan kesaksiannya, bukan kepada 
bilangan.43 
Sebagaimana disebut dalam Q.S. Al- Nisa/4: 15.44. yaitu: 
                     
                           
    
Terjemahnya: 
Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , 
hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi 
persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah 
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44Kementerian Agama RI .(Q.S. An-Nisa;4:15) Dan (terhadap) para wanita yang 
mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang 
menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka 
(wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi 





sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan 
lain kepadanya.(Q.S. An-Nisa;4:15). 
 
c. Alat bukti sumpah 
Sumpah meenurut bahasa disebut al- yamin atau al- hilf tetapi kata al- 
yamin lebih umum dipakai.45 
Menurut hadis Rasulullah sebagaimana diungkapkan pada asas 
pembuktian yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pihak yang menuntut 
hak dibebankan untuk membuktikan , sedangkan pembuktian pengingkaran 
(negaatife) dari pihak yang dituntut adalah dengan sumpah ini menunjukan 
bahwa hukum asal sumpah itu adalah hak dari pihak yang digugat/dituntut.46 
Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri, artinya hakim tidak bisa 
memutuskan semata-mata berdasarkan pada sumpah tanpa disertai oleh alat 
bukti lainnya. 
Sumpah sebagai suatu jalan untuk menetapkan hukum, adalah jalan 
yang sudah paling tua di dunia ini. Sumpah ini yang memperingatkan kepada 
yang bersumpah kepada Allah byang menyuruhnya berlaku benar dan berjalan 
lempang. Maka pada asalnya sumpah ini merupakan hujjah yang kuat, karena 
orang bersumpah mengingat dosa-dosa yang akan dipikulkan nanti. Tetapi 
didalam pengalaman sehari hari-hari, nyata bahwa sumpah adalah suatu hujjah 
yang lemah.Hanya dipergunakan diwaktu tidak sanggup 
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membuktikannya.Orang-orang yang diminta bersumpah dengan sering-sering 
serta metra memenuhi permintaan itu.47 
Di dalam Al- Majallatul Adiyah diterangkan bahwa tidak dapat 
seorang disuruh bersumpah, terkecuali dengan permintaan pihak lawan 
berperkara. Akan tetapi hakim menyuruh bersumpah salah satu pihak, tanpa 
yang diminta oleh yang bersangkutan pada beberapa kondisi antara lain. 
1) Apabila seorang waris mengatakan, bahwa dia masi mempunyai hak 
dalam harta peninggalan si pewaris dan dia membuktikan kebenaran 
pendakwaannya, maka hakim boleh menyuruh dia bersumpah untuk 
membuktikan bahwa dia belum menerima bagiannya. 
2) Apabila seorang waris berhak menerima sejumla harta dan dia 
membuktikan kebenaran pendakwaannya, maka hakim boleh 
menyuruhnya bersumpah untuk membuktikan bahwa dia tidak menjual 
harta itu, tidak menghibahkan kepada seseorang dan belum keluar dari 
miliknya. 
3) Apabila si pembeli mau mengembalikan barang dagangan yang dibeli 
lantaran ada cacat, maka hakim boleh menyuruhnya bersumpah, bahwa dia 
tidak menyukai cacat itu, baik secara tegas secara adalah. 
Ada bukti sumpah ini dapat dilihat pada kisah Nabi saw. pernah 
menanyakan  kepada seorang penggugat: “Apakah anda mempunyai saksi? 
Orang itu menjawab; tidak.Maka Nabi mengatakan kepada si tergugat supaya 
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bersumpah. Si penggugat berkata: tentu saja dia mau bersumpah. Mendengar 
itu Nabi pub bersabda: “tak ada bagi anda selain dari ini, saksi pihakmu atau 
sumpah si tergugat”. 
d. Alat Bukti Qarinah (Persangkaan) 
Alat bukti persangkaan (Belanda, Ver Moeden) yang di  dalam Hukum 
Acara Peradilan Islam disebut al Qarinah menurut bahasa artinya “istri” atau 
“hubungan” atau “pertalian”, sedangkan menurut istilah hukum ialah hal-hal 
yang mempunyai hubungan atau pertalian yang erat demikian rupa terhadap 
sesuatu sehingga memberikan petunjuk.48 
Sedangkan menurut M. Nur Rosaid, S.H. dalam bukunya Hukum 
Acara Perdata, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu 
peristiwa yang telah dianggap terbukti, yang menarik kesimpulan ini adalah 
hakim atau undang-undang. Satu persangkaan saja tidak cukup untuk 
membuktikan sesuatu, jadi harus banyak persangkaan-persangkaan yang satu 
sama lain saling berhubungan/saling menutupi. Oleh karena itu hakim harus 
berhati-hati dalam  menarik kesimpulan tersebut.49 
Oleh karena saksi adalah merupakan orang yang diminta kesaksiannya, 
maka pihak yang berperkara apabila dipanggil sebagai saksi tentu memiliki 
tanggung jawab untuk memberikan kebenaran sebagai manifestasi dari rasa 
keadilan bagi setiap orang.jadi saksi adalah merupakan pihak ketiga  yang 
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diminta keterangannya untuk membuktikan gugatan yang diajukan kemuka 
pengadilan. 
Oleh karena persangkaan itu merupakan kesimpulan belaka, maka 
dalam hal ini yang dipakai sebagai alat bukti sebetulnya bukan persangkaan 
itu, melainkan alat-alat bukti lain, yaitu misalnya kesaksian atau surat-surat, 
atau pengakuan salah satu pihak, yang membuktikan bahwa suatu peristiwa 
adalah terang ternyata, baru kemudian disimpulkan adanya suatu peristiwa 
tertentu. 
Persangkaan-persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai 
kekuatan bebas,  yaitu terserah kepada kebijaksanaan hakim, seberapa jauh di 
akan memberi kekuatan bukti kepada persengketaan-persengketaan yang 
didapat pada pemeriksaan perkara. 
Alat bukti persangkaan dalam hukum acara peradilan islam disebut al-
qarain. Qarinah menurut bahasa hubungan atau pertalian.Qarinah yang 
dimaksudkandi sini, sebagaimana menurut istila hukum ialah hal-hal yang 
mempunyai hubungan atau pertalian yang erat sedemikian rupa terhadap 
sesuatu sehingga memberikan petunjuk.Hanya qarinah yang jelas aja (al- 
qara‟in al wadihah) yang dapat dijadikan sebagai alat bukti.Dalam lingungan 
peradilan umum pidana alat bukti ini disebut “petunjuk-petunjuk dihah)”. 
Islam memandang qarinah atau persangkaan sebagai salah satu alat 
bukti. Rasulullah saw. sering mengunakan qarinah sebagai dasar putusanya, 
sebagaimana beliau pernah menahan dan menghukum tertuduh setelah timbul 





Begitu pula Nabi saw. pernah memerintahkan orang yang menemukan suatu 
barang agar menyerahkan barang temuanya itu kepada orang yang teryata 
tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang. Demikian pula 
beberapa contoh qarinah dapat ditemukan dalam Al-qura‟an misalnya: 
a. Kisah Yusuf  dalam Q.S. Yusuf/12: 23-28. 
Ketika Qitfir, suami Zulaikha pergi, Zulaikha mengajak dan memaksa 
Yusuf untuk berbuat mesum tetapi Nabi Yusuf tidak mau, lalu berlarilah Nabi 
Yusuf menunju pintu untuk keluar dari rumah. Tiba dipintu.Baju Nabi Yusuf 
ditarikan oleh Zulaikha dari belakang sehingga koyak, dan tepat waktu itu 
suaminya tiba dari berpergian.Karena tertangkap basa, Zulaikha mengaduh 
kepada suaminya bahwa Nabi Yusuf mengajaknya dan memaksannya untuk 
berbuat mesum. Pada saat yang keritis itu, bersuara (berkatalah) seorang bayi 
(yang masih dalam buaian) dari keluarga Zalaikha berkata: 
“Jika baju Yusuf koyak dibagian depan berarti Yusuflah yang salah, 
tetapi koyak dibagian belakang berarti Yusuflah yang benar”. Lantas suami 
Zulaikha melihat kepada baju Yusuf, teryata koyak dibagian belakang, berarti 
Yusuflah yang benar.Lalu Yusuf disuruh rahasiakan hal itu keluar (karena 
malu) dan Zulaikha disuruh oleh suaminya untuk bertobat dan meminta 
ampun kepada Allah.50 
b. Cerita di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. 
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Ada dua orangperempuan yang bersengketa memperebutkan seorang 
anak, perempuan yang satunya agak muda dan yang satunya lagi agak tua. 
Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan tua berdasarkan 
pengakuanya. Nabi Sulaiman yang turut hadir di majelis pengadilan itu minta 
sembilah pedang dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak 
tersebut sambil berkata, itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui 
tetapi perempuan yang muda sambil bersembah ia mengatakan bahwa ia rela 
anak itu diserahkan kepada perempuan yang tua asal tidak dibelah dua, sebab 
anak itu akan mati. Nabi Sulaiman akan memutuskan anak itu adalah anak dari 
perempuan yang muda tersebut. 
c. Nabi Muhammad saw. pernah pula mengunakan qarinah dalam 
beberapa hal, diantaranya memberikan hilang yang dikemukan kepada 
orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barangnya itu.51 
d. Khalifah Umar bin Khatab pernah menghukum had seorang 
perempuan hamil pada hal ia tidak bersuami dan bukan pula hamba 
sahaya (yang boleh dicampuri oleh tuanya).52 
e. Amr bin Mas‟ud menjaduhkan hukuman had kepad seorang yang dari 
mulutnya keluar bau bekas minum khamar. 
Menurut Roihan A. Rasyid, kriteria al- qara‟in al- wadihah yang dapat 
dijadikan sebagai alat bukti memiliki kriteria sebagai berikut: 
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1. Qarinah  yang karena demikian jelas dan meyakinkan tidak akan patut 
bantah lagi oleh manusia normal/berakal, dapat dikategorikan sebagain al-
qara‟in al-wadihah tanpa didukung oleh bukti lainnya. 
2. Semua persangkaan menurut undang-undang dilingkungan peradilan 
Umum, sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum islam, 
dapat dianggap qarinah wadihah. 
3. Qarinah lain-lainya termasuk qarinah wadihah dan tidak termasuk alat 
bukti. 
e. Alat Bukti Surat 
Alat bukti surat atau tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tanda-
tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau 
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai 
pembuktian.53 
Rasulullah saw. mengatakan beberapa penulis wahyu untuk 
menuliskan wahyu-wahyu yang turun kepada beliau. Rasulullah juga 
menyuruh sahabatnya menuliskan beberapa peristiwa penting lainnya, seperti 
perjanjian Hudaibiyah antara kaum muslimin dan kaum musyirikin Makkah. 
Begitu pula Al-Qur‟an telah memerintahkan orang beriman untuk menuliskan 
transaksi yang terjadi di antara manusia, sebagaiman termuat dalam Q.S. Al-
Baqarah/ 2 :282 yaitu: 
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                         
                        
                      
                       
                        
                      
                              
                        
                    
                               
                      




Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah.tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah 
ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan 
(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 
hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 
Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 





antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; 
dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar 
sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi 
Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika 
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, 
Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.dan 
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan 
saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), 
Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan 
bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 
mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, 
hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. 
 
Ringkasannya, Islam menetapkan perlunya mendokumentasikan 
misalnya dalam bentuk tulisan berbagai peristiwa-peristiwa penting yang 
terjadi di antara manusia.Karena itu sangat beralasan kalau tulisan atau surat-
surat dijadikan sebagai salah satu alat bukti. Dalam sejarah peradilan islam 
dapat ditelusuri bentuk alat bukti surat dalam hal ini dalam hal wasiat pada 
kisah Saad bin Abi Waqqas ketika mengadu kepada rasulullah saw.  Saad 
berkata: Ya Rasulullah, saya mempunyai harta dan saya tidak ada ahli waris 
melainkan hanya seorang anak perempuan. Apakah boleh saya bersedekah 
(maksudnya berwasiat) dua pertiga harta saya? Rasulullah bersabda: Tidak. 
Dan kemudian Saad bertanya lagi, bolehkah saya berwasiat sepertiganya? 
Rasulullah menjawab: boleh sepertiga tetapi itupun sudah terlalu banyak. 
Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan 
berkecukupan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan 
papa, meminta kesana kemari sesama manusia.54 
                                                          





f. Alat Bukti Keterangan Ahli 
Bantuan dari orang yang ketiga, yaitu dari orang yang ahli pada 
pidangnya untuk memperoleh kejelasan objektif bagi hakim atas suatu 
peristiwa yang dipersenketaan dalam suatu perkara, disebut “keterangan ahli” 
atau ada juaga yang menyebutnya dengan “saksi ahli”. 
Jika hakim menggunakan saksi ahli dalam pengusutan masalah 
persidangan dan kemudia hakum setuju dengan pendapat ahli tersebut, maka 
pendapat ahli itu di ambil oper oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya 
sendiri untuk dapat dijadikan dasar pemutus.55 
Dalam sejarah peradilan islam tepatnya di masa Khalifah Umar bin 
Khattab, penggunaan alat bukti keterangan ahli pernah dilakukan dalam 
sebuah perkara pemfitnahan yang diajukan ke depan sidang pengadilan 
Khalifah oleh Zibriqan bin Bard terhada seorang penyair Hutanya, yang 
menuduh bahwa salah satu syairnya yang dicipkan oleh penyair itu merupakan 
sebuah fitnah. Karena tuduhan tentang pemfitnahan itu berkaitan dengan syair, 
maka Khalifah mengundang penyair lain dan minta pendapatnya tentang 
masalah itu, dan kemudian ia memutuskan kasus menurut pendapat ahli 
tersebut.56 
Ada periode Rasulullah yang pada akhirnya menjelma sebagai tatanan 
formal hukum pembuktian. Untuk itu, dalam skripsi ini akan membahas 
penelusurn pembuktian dalam peradilan Islam. 
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Hukum acara atau hukum formal merupakan peraturan hukum yang 
mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan 
peraturan hukum. Begitu jugan dengan peradilan islam. Peradilan Islam 
merupakan peraturan yang sumber dari peraturan perundang-undangan negara 
dan juga peraturan syari‟at Islam. 
Hukum acara peradilan Islam merupakan peraturan hukum yang 
bersifat mengatur cara orang bertindak di muka hukum, misalnya dalam 
pengadilan agama. Hukum acara peradilan Islam bersifat mengatur bagaiman 
cara pengadilan agama tersebut dapat menyelesaikan suatu perkara dengan 
secara  adil sehingga masing-masung orang mendapatkan perlakuan yang adil 
dan benar mata hukum dalam penyelesaian suatu perkara. 
Pembicaraan menurut hukum acra peradilan Islam, maka sistem 
pelaksanaan hukum acara tersebut harus sesuai dengan syari‟at.Untuk dapat 
melaksakan hukum tersebut, maka di butuhkan asas dan landasan 
hukumnya.Dengan demikian, asas hukum acara peradilan Islam dapat 
mengatur tentang pelaksaan hukum agar dapat ditemukan suatu putusan 
hukum yang mencerminkan keadilan serta kepastian hukum. 
Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang 
mengatur  tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan 
peraturan hukum materil. Hukum acara dapat berfungsi jika ada masalah yang 
dihadapi individu-individu.Jadi hukum acara itu adalah sebagai alat penegak 






Peradilan Islam hadir bukan sekedar tuntutan dari sekelompok orang, 
melainkan peradilan Islam hadir sebagai pemenuhan perintah Allah, Tuhan 
semesta alam.Karenanya, peradilan Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu 
berdasarkan Al-Qur‟an, As-Sunnah dan Ijma‟ kaum muslimin.57 
1. Al-Qur’an 
Dalil-dalil menunjukan keharusan adanya peradilan Islam berdasarkan  
Al-Qur‟an adalah sebagai berikut: 
                          
                         
               
Artinya : 
Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka 
melupakan hari perhitungan.(Q.S. Shaad: 26). 
 
Nabi Daud adalah sebagai pengganti tugasnya Nabi Adam sebagai 
Khalifah Allah.Karena Nabi Daud adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, dari 
Ishaq dan Ya‟kub melalui Bani Israil. Nabi Daud yang kedudukannya sebagai 
Khalifah Allah memerintahkan agar Nabi Daud dapat menhuukum sesorang 
dengan cara yang adil dan janganlah memutuskan suatu perkara dengan 
sesuka hati. Jika seorang penguasa tidak menghukum secara adil, maka 
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putuslah harapan orang banyak yang ingin mendapatkan perlindungan dari 
hukum dan kekuasaan dapat menyebabkan orang lupa dari asal-usul 
kekuasaannya di dapat sehingga dia dapat sewenang-wenang terhadap hukum. 
2. As-Sunnah 
Hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar adanya peradilan Islam 
adalah hadis Amru bin „Ash. Sesungguhnya ia telah mendengar Rasulullah 
bersabda:“Apabila seorang hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad, 
kemudian    Ijtihadnya itu benar, maka baaginya mendapat dua pahala, dan 
apabila hakim menghukum lalu ia berijtihad, kmudian ijtihadnya salah, maka 
baginya mendapatkan satu pahala.” (HR. Muttafaq „Alaih).58 
Hadis tersebut menjelaskan tentang pahala yang dimiliki oleh hakim 
yang berlaku adil dan bersungguh-sungguh dalam melakukan ijtihadnya demi 
mencari keberan. Jika ijtihadnya itu benar, ia akan mendapatkan pahala dua 
kali lipat dan jika ijtihadnya itu salah, ia hanya mendapat satu pahala dari hasil 
usahanya dalam berijtihad. Allah selalu menghargai usaha yang dilakukan 
oleh seorang muslim. 
3. Ijma’ 
Seluruh sahabat Nabi SAW, meraka semua sepakat bahwa peradilan 
itu adalah “Suatu fardhu yang dikokohkan dan suatu tradisi.” 
                                                          





Peradilan itu adalah suatu kewajiban, yakni kewajiban yang kuat dan 
berlandaskan dari Al-Qur‟an dan Hadis.Sehingga dapat menjadi sutu tradisi 
atau kebiasaan atapun adat di dalam suatu masyarakat. 
4. Al-Qadha 
Al-Qadha adalah surat dari Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-
Ash‟ari ra. Bahwa naskah asas-asas hukum acara ada 10 macam yaitu: 
a. Kedudukan lembaga peradilan. 
b. Memahami kasus persoalan dan memutuskannya. 
c. Samakan pandangan anda kepada dua belah pihak dan berlaku adil. 
d. Kewajiban pembuktian. 
e. Lembaga damai. 
f. Penundaan persidangan. 
g. Kebenaran dan keadilan adalah masalah univesal. 
h. Kewajiban menggali hukum yang hidup dan melakukan penalaran 
logis. 
i. Orang Islam haruslah berlaku adil. 
j. Larangan bersidang ketika sedang emosional.59 
Adapus asas hukum  dan kekuasaan hukum dalam peradilan Islam 
yaitu: 
1. Asas Hukum dalan Peradilan Islam 
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Asas hukum adalah suatu landasan, prinsip, atau dasar yang mengatur 
tentang pelaksanaan hukum acara agar dapat ditemukan suatu putusan yang 
mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak, serta 
masyarakat pada umumnya. 
Asas-asas hukum acara merupakan pedoman bagi para penegak hukum 
dalam menerapkan hukum acara. Asas-asas penting dalam hukum acara islam, 
antara lain: 
a.  Sumber hukum acara adalah Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟ 
kaum muslimin. 
Asas ini mengandung pengertian bahwa pelaksanaan hukum acara 
Islam harus bersumber pada Al-Qur‟an, As-Sunnah, dan Ijma‟.Kedudukan 
ketiga sumber ini bertingkat, artinya Al-Qur‟an sebagai landasan tertinggi, 
kemudian As-Sunnah lalu Ijma‟.Tidak boleh menggunakan ketentuan yang 
terdapat di dalam As-Sunnah ataupun Ijma‟. Jika ketentuan tersebut 
bertentangan dengan nash di dalam Al-Qur‟an. 
b.  Hakim memiliki kemerdekaan dalam memutuskan perkara. 
Asas ini mengandung kemerdekaan dalam memutuskan perkara, bebas 
dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.Kedudukan hakim sebagai wakil 
Khalifah (kepala negara) tidak menghalanginya untuk menyesesaikan perkara-
perkara yang terjadi antara kepala keluarga dan orang-orang yang 
mengadukanya, baik hukum diberikan itu menguntungkan kepala keluarga 





Kemerdekaan hakum dalam memutuskan perkara tetap harus didasarkan pada 
kaidah-kaidah hukum acara islam dan hasil dari pembuktian selam proses 
persidangan dan juga hakim memiliki kebebesan untuk menerapkan dan 
menetapkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, tanpa ada 
campur tangan dari penguasa. 
Tidak seorangpun berhak memutuskan perkara kecuali seorang 
penguasa.Karena seorang penguasa dapat mengalahkan seorang yang bersaksi 
palsu. Hanya orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan yang mampu 
untuk melaksanakan putusannya dan yang boleh memutuskan sebuaah  
perkara. 
c.  Pihak yang berperkara adalah sama dalam Majelis, pandangan, dan 
keputusan. 
Kedua belah pihak harus diberlakukan sama, di dengar bersama dan 
tidak memihak. Dalam hukum acara Islam, hakim mendudukan pihak-pihak 
yang berperkara dengan kedudukan yang sama. Masing-masing piahk berhak 
atas perlakuan yang sama dan adil, serta masing-masing pihak diberi 
kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya. 
Seorang hakim muslim tidak hanya terikat tugas untuk memutuskan 
perkara dengan adil, tapi juga menerapkan keadilan pada pihak-pihak yan 
terlibat selam penyelesaian masalah dengan memperlakukan mereka secara 
sama. Islam tidak mengizinkan deskriminasi apapu pada orang-orang yang 





d. Bukti wajib atas penggugat dan penuduh, sedang sumpah wajib atas 
pihak yang menolak gugatan atau tuduhan. 
Bukti dalam hukum acara Islam adalah dasar bagi orang yang 
mendakwa (menggugat). 
Adapun sumpah, wajib bagi pihak yang menolak dakwaan atau 
gugatan. 
Hal ini didasarkan pada hadis dari Amru bin Syu‟aid dari bapaknya, 
dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda:  “Bukti itu wajib bagi orang-orang 
yang mendakwa, sedangkan sumpah itu wajib bagi orang yang terdakwa (HR. 
Abu Daud dan Baihaqqi). 
Jika seseorang menuntut orang lain, dia harus memiliki bukti 
peryataan. Jika tidak ada saksi alat bukti lainnya, maka ia memberikan 
pembelaan atas gugatan dan tidak atas sistem hukum di dunia ini hanya dapat 
memenangkannya. Tetapi dalam sistem hukum Islam tidak langsung menolak 
gugatan tersebut bagi orang yang tidak dapat memberikan bukti bagi 
peryataanya.60 
Dalam peradilan Islam, jika seorang penggugat gagal untuk 
memberikan bukti, tuntutnnya tidak akan ditolak, tetapi tergugat akan diminta 
untuk mengangkat sumpah bahwa apa yang ikatakan penggugat adalah tidak 
benar. Jika tergugat mengatakan sumpah, mska tuntutan si penggugat akan 
gagal. Jika tergugat menolak bersumpah, makan kewajiban bersumpah akan 
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berpindah kepenggugat dan perkara tersebut akan dimenangkan oleh 
penggugat jika ia bersumpah akan kebenaran kenyataannya. 
e. Memutus suatu perkara apabila telah jelas (kedudukannya). 
Hakim diperbolehkan memutus perkara apabila perkarannya telah 
jelas, baik dari sisi pembuktian maupun kedudukan hukumnya.Jika perkara 
yang diperiksanya tidak ada kejelasan atau kebenarannya tidak terungkap, 
maka hakim diperkenangkan untuk menolak gugatan atau dakwaan penggugat 
(pendakwa). 
Hakim yang bisa memutus perkara dengan baik adalah yang memiliki 
pengetahuan yang luas akan hukum. Dengan mendapatkan pengetahuan 
tentang sumber hukum Islam melalui Ijtihad dan Qiyas, jika tidak ditemukan 
dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 
f. Putusan hakim tidak dapat dibatalkan oleh apapun. 
Bahwa putusan hakim tidak dapat dibatalkan oleh penguasa atau orang 
lain. Putusan hakim dalaam peradilan Islam merupakan putusan tingkat 
pertama sekaligus tingkat akhir sengga tidak mengenal istilah banding atau 
kasasi.Putusan hanya dibatalkan melalui peninjauan kembali atas dasar 
petunjuk kebenaran.61 
Seorang hakim dapat membenarkan kesalahan apapun yang dibuatnya 
dalam pengadilan selama eksekusi putusan belum dijatuhkan dan putusan 
hakim dapat dibatalkan jika antara pihak tergugat dan penggugat telah 
                                                          





berdamai dan putusan hakim dapat batal jika ada peninjauan kembali sebelim 
eksekusi putusan pengadilan. 
Selain daripada yang enam tersebut di atas, asas-asas dalam hukum 
acara peradilan Islam yang diberikan Umar bin Khattab kepada Abu Musa 
yakni: 
a. Kepentinga dan kebutuhan akan lembaga hakim. 
b. Pemahami pokok-pokok perselisihan. 
c. Kemampuan seorang hakim untuk menjalankan keputusannya. 
d. Kesamaan antara pihak-pihak yang berselisih. 
e. Beban pembuktian.  
f. Mengadakan usaha perdamaian. 
g. Memperbaaiki putusan yang salah. 
h. Pengetahuan akan hukum dan kemampuan untuk menerapkannya pada 
kasus melalui Ijtihad dan Qiyas. 
i. Penggunahan proses pengadilan. 
j. Kejujuran saksi. 
k. Pembebasan dan dakwaan pada terduduh. 
l. Kesabaran dan pikiran yang dingin. 
m. Kesetiaan dan kesucian niat sebagai hakim. 
n. Pahala yang dijanjikan untuk hakim yang jujur.62 
2. Kekuasaan Peradilan Islam 
a) Pengertian Pembuktian 
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Pembuktian secara etimologi berasal dari kata bukti artinya sesuatu 
yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.Sedangkan pengertian secara 
terminologi, Pembuktian berarti berusaha menunjukkan benar atau salahnya si 
terdakwa dalam persidangan.63 
Dalam ilmu logika “Pembuktian merupakan ekspresi lisan atau tertulis 
dari pada pemikiran, atau ucapan, dalam mana salah satu proposisi dihasilkan 
dari proposisi-proposisi yang lain”.64 
Sobhi Mahmasoni mengemukakan bahwa, “Yang dimaksud dengan 
membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan dan memberikan dalil 
sampai kepada batas yang meyakinkan”.65 
Menurut Roihan, “Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang 
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu 
persengketaan”. 66 
Teguh mendefiniskan, “Membuktikan berarti menjelaskan 
(menyatakan) kedudukan hukum yang sebenarnya berdasarkan keyakinan 
hakim kepada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa”.67 
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Definisi lain menurut Ismet, “Pembuktian merupakan tahap yang 
menentukan dalam proses suatu perkara karena dari hasil pembuktian dapat 
diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan”.68 
R.Soepomo memberikan definisi pembuktian dalam arti luas dan 
dalam arti sempit.Dalam arti luas pembuktian yaitu membenarkan hubungan 
hukum. Pembuktian dalam arti sempit yaitu pembuktian yang hanya 
diperlukan manakala apa yang dikemukakan penggugat dibantah oleh 
tergugat.69 
Subekti mengemukakan, pembuktian adalah ”Meyakinkan hakim 
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 
persengketaan”. 
Kemudian definisi menurut Achmad dan Wiwie.Pembuktian dalam 
proses perdata adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk 
menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang 
benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti 
yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau 
putusan oleh pengadilan.70 
Berdasarkan berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas penulis 
kemudian menyimpulkan definisi dari hukum pembuktian perdata adalah 
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rangkaian proses persidangan pengadilan yaitu replik dan duplik oleh para 
pihak dengan alat buktinya masing-masing untuk menemukan sebuah 
kebenaran melalui putusan hakim untuk menyelesaikan sengketa keperdataan. 
b) Tujuan Pembuktian 
Tujuan hukum pembuktian menurut hukum Islam adalah “memperoleh 
kejelasan dan kepastian suatu peristiwa”.71Tujuan pembuktian tersebut 
memiliki kesamaan dengan tujuan pembuktian dalam proses peradilan 
manapun. 
Menurut Achmad dan Wiwie.Pada hakikatnya tujuan pembuktian 
adalah untuk menghasilkan suatu putusan, yang menyatakan salah satu pihak 
menang dan pihak yang lain kalah (jika merupakan peradilan yang 
sebenarnya), atau untuk menghasilkan suatu penetapan (jika pengadilan 
voluntair atau peradilan semu).Jadi tujuan pembuktian adalah putusan hakim 
yang didasarkan pada pembuktian itu.72 
Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan proses yang 
dijalani oleh para pihak di depan persidangan pengadilan. Para pihak berusaha 
membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing.Tujuan dari masing-
masing pihak adalah untuk memenangkan perkara. Karena pihak yang kalah 
akan mengalami kerugian. Namun menurut penulis tujuan sebenarnya dari 
pembuktian tersebut adalah untuk menemukan kebenaran yang hakiki tentang 
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sesuatu peristiwa yang akan dirumuskan dalam sebuah putusan yang dibuat 
oleh hakim. 
c) Beban Pembuktian 
Pasal 163 HIR menyatakan bahwa, “Barangsiapa yang mengaku 
mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk 
menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak lain, harus membuktikan 
adanya hak atau peristiwa itu”.  
Berdasarkan Pasal tersebut penggugat maupun tergugat dapat dibebani 
dengan pembuktian. Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil 
gugatannya. Sedangkan tergugat juga dibebani untuk membuktikan 
bantahannya. Namun baik penggugat maupun tergugat tidak berkewajiban 
untuk membuktikan kebenaran dalil ataupun bantahan dari pihak lawannya. 
Dengan kata lain penggugat tidak berkewajiban membuktikan kebenaran 
bantahan tergugat, dan sebaliknya tergugat tidak berkewajiban membuktikan 
dalil penggugat. 
Dalam suatu perkara perdata hakim tidak serta merta memberikan 
beban pembuktian kepada salah satu pihak. Beban pembuktian baru muncul 
jika sama sekali tidak ada alat bukti yang diajukan oleh para pihak.  Selain itu 
beban pembuktian juga muncul apabila alat bukti yang diajukan oleh masing-
masing pihak sama kuatnya atau sama lemahnya.73 
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Hakim dalam memberikan beban pembuktian kepada para pihak yang 
berperkara memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan hakim memberikan beban 
pembuktian kepara para pihak agar para pihak dapat mengajukan alat bukti 
yang sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Alat bukti yang 
diajukan oleh para pihak bertujuan untuk membuktikan dalil masing-masing 
pihak. Sehingga hakim dapat meyakini kebenaran dari peristiwa yang 
dikemukakan tersebut dan memberikan putusan yang seadil-adilnya. 
Dalam ilmu hukum terdapat bebarapa teori tentang beban pembuktian 
yang dapat menjadi pedoman bagi seorang hakim ketika menangani suatu 
perkara. Teori tersebut yaitu, teori pembuktian yang bersifat menguatkan 
belaka, teori hukum subjektif, teori hukum objektif, teori hukum publik, teori 
hukum acara.74 
Adapun penjelasan tentang teori-teori tersebut adalah sebagai berikut : 
3. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka. 
Berdasarkan teori ini maka pihak yang dibebani pembuktian adalah 
pihak yang mengemukakan suatu dalil. Sehingga pihak yang mengemukakan 
suatu dalil harus membuktikannya dan bukan mengingkarinya. Sesuai dengan 
teori bahwa hal-hal yang negatif sangat sulit untuk dibuktikan. 
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a) Teori hukum subjektif  
Menurut teori ini dalam suatu proses perdata adalah merupakan 
penegakan hukum subjektif. Pihak penggugat harus membuktikan adanya 
peristiwa khusus yang menimbulkan hak, sedangkan tergugat harus 
membuktikan adanya peristiwa khusus yang bersifat menghalang-halangi hak 
dan yang membatalkan hak.  
b) Teori hukum objektif. 
Menurut teori ini hakim harus menerapkan aturan-aturan objektif pada 
peristiwa yang diajukan dan dibuktikan oleh penggugat. Penggugatlah yang 
mengajukan suatu peristiwa beserta pembuktian akan kebenaran persitiwa 
tersebut, dan kemudian hakimlah yang mencari aturan-aturan objektif yang 
dapat diterapkan pada peristiwa tersebut.  
c) Teori hukum publik   
Menurut teori ini, mencari kebenaran akan suatu peristiwa melalui 
proses peradilan adalah merupakan kepentingan publik. Sehingga dalam 
proses pembuktian, para pihak memiliki kewajiban untuk membuktikan 
dengan menggunakan semua alat bukti yang ada. Kewajiban para pihak untuk 
membuktikan kebenarannya bersifat hukum publik sehingga harus disertai 
sanksi pidana. 
d) Teori hukum acara. 
Menurut teori ini, hakim harus memberikan beban pembuktian yang 





Berdasarkan asas audi et alteram partem yaitu hakim harus mendengarkan 
kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga kemungkinan menang bagi 
setiap pihak adalah sama besarnya. 
4. Alat Bukti Lain Yang Diakui Pada Peradilan Islam 
Seperti yang telah diketahui bahwa hukum acara yang berlaku dalam 
lingkup Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku dalam lingkup 
Peradilan Perdata Umum. Hal ini berdasarkan pasal 54 UUPADILAG yaitu 
“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan 
Agama adalah Hukum Acara Perdata dalam lingkungan Peradilan Umum, 
kecuali yang diatur secara khusus oleh undang-undang ini”. Sehingga alat 
bukti yang digunakan adalah alat bukti yang juga digunakan dalam peradilan 
perdata umum. 
Namun selain itu terdapat pula alat bukti lain diakui dalam pembuktian 
di Pengadilan Agama, alat bukti tersebut berdasarkan Hukum Islam yang 
berlaku secara parsial di Indonesia. Alat bukti tersebut antara lain adalah,ikrar, 
syahadah, yamin, riddah, maktubah, dan tabayyun.75 
a. Pengakuan (Ikrar) 
Pengakuan atau ikrar adalah suatu pernyataan dari penggugat atau 
tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar juga 
merupakan pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak 
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dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar dapat diberikan di muka 
hakim di depan dan diluar persidangan. 
b. Saksi (Syahadah) 
Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, 
dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan 
yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau 
keadaan tertentu. 
Dasar hukum kesaksian dalam Al Qur‟an  surah al baqarah ayat 282-
283, yaitu : 
Terjemahan: 
Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 
antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 
dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil. 
Dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan 
Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia 
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 
 
Selain kesaksian sebagai alat bukti yang telah disebutkan sebelumnya, 
terdapat pula variasi yang lain dari alat bukti kesaksian. Variasi dari alat bukti 





1. Dalam perkara zina atau tuduhan zina, saksinya 4 orang lelaki beragama 
Islam. 
2. Jika menuduh isteri sendiri telah berzina (tidak berlaku bagi tuduhan 
terhadap perempuan selain isteri) tetapi tidak mampu mendatangkan 4 
orang saksi lelaki yang beragama Islam, dapat dibuktikan dengan suami 
mengucapkan sumpah li‟an. 
3. Pembuktian saksi bagi wasiat harta dalam perjalanan (musafir) oleh 2 
orang lelaki yang beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 
orang perempuan beragama Islam semua, atau boleh oleh 2 orang lelaki 
yang bukan beragama Islam, atau oleh seorang lelaki bersama 2 orang 
perempuan yang semuanya bukan beragama Islam. 
4. Pembuktian perkara hudud selain zina, termasuk hudud qisas badan atau 
qisas jiwa, dengan 2 orang saksi lelaki yang beragama Islam. 
5. Pembuktian saksi yang terdiri cukup oleh seorang lelaki bersama 2 orang 
perempuan yang beragama Islam, yaitu dalam perkara harta benda, 
perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, iddah, perwakilan, perdamaian, 
pengakuan, pembebasan dan lain-lain yang sejenis itu, yang pada 
umumnya bersifat hak keperdataan. 
6. Pembuktian dengan perempuan semua, 2 orang atau 4 orang dalam 
perkara-perkara yang lazimnya hanya diketahui oleh kaum Hawa, seperti 
tentang keperawanan, susuan, kelahiran (termasuk soal bayi bersuara atau 





Dasar yang mengatakan dengan 2 orang perempuan karena dijenis 
perkara seperti itu pengetahuan perempuan sama dengan pengetahuan lelaki 
sedangkan dasar yang mengatakan 4 orang perempuan karena Rasulullah Saw. 
ada mengatakan bahwa kesaksian perempuan setengah kesaksian lelaki. 
1) Pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah dari pihak yang 
memiliki saksi itu (al-yamin ma’asy-syaahid). Ini pernah dilakukan oleh 
Rasulullah Saw. dalam hal seorang telah mengaku masuk Islam dengan 
seorang saksi dengan sumpahnya. 
2) Ada pula ahli hukum Islam (Fuqaha) yang membolehkan pembuktian 
dengan seorang saksi saja, yaitu dalam hal kesaksian awal bulan 
Ramadhan. 
3) Ada pula ahli hukum Islam yang membolehkan pembuktian hanya dengan 
seorang perempuan saja terhadap jenis-jenis perkara yang tersebut di butir 
6) diatas.76 
c. Sumpah (Yamin) 
Sumpah ialah pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan 
pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha 
Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji 
yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. 
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d. Murtad (Riddah)  
Riddah adalah pernyataan seseorang bahwa ia telah keluar dari Agama 
Islam yang dilakukan di depan pemuka Agama Islam. Riddah hanya dipakai 
apabila seorang istri ingin bercerai dan alasan-alasan hukum sebagai alat bukti 
tidak terbukti. Sehingga agar perkawinannya putus si istri berikrar keluar dari 
Agama Islam atau murtad. 
e. Bukti tertulis (Maktubah)  
Bukti tertulis yaitu akta dan surat keterangan. Akta adalah alat bukti 
untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Contoh akta nikah 
dan akta kelahiran. Sedangkan surat keterangan adalah untuk menentukan 
kompetensi relatif Pengadilan Agama. Contoh surat keterangan domisili para 
puhak. 
f. Pemeriksaan koneksitas (Tabbayyun)  
Upaya untuk memeroleh kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan 
majelis pengadilan yang lain dari pada majelis pengadilan yang sedang 
memeriksa perkara. 
5. Kekuatan Pembuktian 
Dalam proses pembuktian di persidangan pengadilan, hakim memiliki 
kebebasan. Kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam menilai pembuktian 
masing-masing pihak dalam perkara dan membuat kesimpulan dari 
pembuktian tersebut. Hakim bebas menilai pembuktian selama tidak diatur 





hakim dalam menilai alat bukti yaitu teori pembuktian bebas, teori pembuktian 
negatif, dan teori pembuktian Positif. 
Teori Pembuktian Bebas, “Yaitu tidak menghendaki adanya 
ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim sehingga penilaian pembuktian 
diserahkan padanya.”77 Hakim diberikan kebebasan penuh dalam menilai 
suatu pembuktian. Sehingga penilaian pembuktian diserahkan sepenuhnya 
pada pertimbangan hakim. Kelebihan dari teori ini adalah hakim dapat menilai 
pembuktian berdasarkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, 
sehingga proses penyelesaian suatu perkara akan lebih cepat. Namun teori ini 
juga memiliki kekurangan yaitu, hakim dapat sewenang-wenang dalam 
menilai suatu pembuktian.  
TeoriPembuktianPositif, “Yaitu adanya ketentuan-ketentuan yang 
mengikat, tidak menilai lain selain ketentuan-ketentuan tersebut secara 
mutlak”. Hakim terikat pada peraturan dan harus menilai sesuai perintah 
undang-undang. Jadi ketentuan yang mengikat hakim tersebut bersifat Positif 
atau perintah, hakim hanya boleh menilai sesuai yang diperintahkan oleh 
undang-undang. 
Teori Pembuktian Negatif, “Yaitu harus ada ketentuan-ketentuan yang 
mengikat, yang bersifat negatif”. Hakim tidak boleh menilai pembuktian jika 
penilaiannya tersebut bertentangan dengan undang-undang. Ketentuan 
                                                          





undang-undang tersebut bersifat negatif atau larangan. Sehingga hakim 
diberikan batas-batas tertentu dalam menilai suatu pembuktian. 
Setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses peradilan 
perdata memiliki daya buktinya masing-masing. Kekuatan pembuktian dari 
masing-masing alat bukti tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim sebagai 
dasar dalam membuat putusan. Adapun lima jenis kekuatan pembuktian 
tersebut antara lain adalah, kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan 
pembuktian lemah, kekuatan pembuktian sebagian, kekuatan pembuktian yang 
menentukan, kekuatan pembuktian perlawanan. 
a. Kekuatan pembuktian sempurna, yang lengkap (volledig 
bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberikan 
kepastian yang cukup kepada hakim, kecuali kalau ada pembuktian 
perlawanan (tegenbewijs) sehingga hakim akan memberi akibat hukumnya”.78 
Kekuatan pembuktian sempurna ini umumnya terdapat pada alat bukti 
surat yaitu akta autentik. Akta autentik adalah alat bukti sempurna yang tidak 
perlu lagi dibuktikan kebenarannya oleh alat bukti lain. Alat bukti ini selalu 
dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak 
lawan.Kekuatan pembuktian ini dapat dilawan dengan kekuatan pembuktian 
lawan. 
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b. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (onvolledig 
bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak 
memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat 
hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah”.79Gugatan yang berdasarkan 
hanya pada alat bukti dengan kekuatan pembuktian lemah harus ditolak. 
c. Kekuatan pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian sebagian adalah kekuatan pembuktian yang 
hanya dapat membuktikan sebagian kebenaran dari suatu peristiwa”. Jadi alat 
bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagian harus ditambah lagi 
dengan alat bukti lain yang memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti. 
d. Kekuatan pembuktian yang menentukan (beslissende bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian menentukan yaitu kekuatan pembuktian yang 
tidak memungkinkan pembuktian perlawanan sama sekali.80 Alat bukti yang 
memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan adalah sumpah pemutus atau 
sumpah decisoir dimana kesempurnaan, kekuatan mengikatnya, dan kekuatan 
memaksanya adalah mutlak. Sehingga tidak dapat dimintakan alat bukti lain 
untuk menguatkan kebenarannya. dan hanya dapat digugurkan berdasarkan 
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putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas kejahatan sumpah 
palsu.81 
e. Kekuatan pembuktian perlawanan (tegenbewijs atau kracht van 
tegen bewijs) 
Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan pembuktian yang 
melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan. Semua alat bukti dapat disangkal 
kebenarannya dengan bukti perlawanan.Bukti perlawanan dapat melumpuhkan 
semua alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan  bahkan bukti yang 
berkekuatan pembuktian sempurna sekalipun. Bukti perlawanan diharapkan 
dapat meruntuhkan kepercayaan hakim dalam menilai pembuktian dari bukti 
yang diajukan pihak lawan. 
Namun kekuatan pembuktian ini tidak dapat melumpuhkan alat bukti 
yang memiliki kekuatan pembuktian menentukan. Berdasarkan uraian 
sebelumnya telah dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian menentukan tidak 
dapat dimintakan alat bukti lain. Sehingga bukti perlawanan sekalipun tidak 
dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian menentukan. 
Selain kelima kekuatan pembuktian yang telah dijelaskan di atas, 
terdapat pula kekuatan pembuktian lain. Kekuatan pembuktian tersebut adalah 
kekuatan pembuktian mengikat (versplicht bewijs). Hari Sasangka 
mengemukakan “Dengan adanya alat bukti yang mempunyai daya bukti 
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mengikat, maka hakim wajib untuk menyesuaikan keputusannya dengan 
pembuktian tersebut”.82 
Dari berbagai literatur juga dapat ditemukan kekuatan pembuktian 
bebas. Walapun tidak secara tegas diklasifikasikan sebagai kekuatan 
pembuktian, namun kekuatan pembuktian ini sangat sering disebutkan. 
Kekuatan pembuktian bebas berarti hakim tidak terikat pada alat bukti yang 
memiliki kekuatan pembuktian bebas. Berdasarkan kekuatan pembuktian 
bebas, hakim dapat memercayai atau menolak alat bukti dengan kekuatan 
kekuatan pembuktian bebas.  
6. Batas Minimal Pembuktian 
Yahya memberikan pengertian tentang batas minimal pembuktian 
adalah sebagai berikut. 
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a) Suatu jumlah alat bukti yang sah yang paling sedikit  harus terpenuhi, 
agar alat bukti itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk 
mendukung kebenaran yang didalilkan atau dikemukakan 
b) Apabila alat bukti yang diajukan di persidangan tidak mencapai batas 
minimal, alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian 
yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa 
maupun pernyataan yang dikemukakan.83 
Setiap alat bukti mempunyai syarat formal dan materiil sebagai batas 
minimal pembuktian. Alat bukti yang digunakan dalam persidangan 
pengadilan harus memenuhi syarat formal dan materiil tersebut secara 
kumulatif. Apabila alat bukti tersebut tidak memenuhi salah satu dari syarat 
formal maupun materiil, maka alat bukti tersebut tidak sah sebagai alat bukti. 
Karena alat bukti tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, maka 
alat bukti tersebut tidak dapat digunakan dalam proses pembuktian suatu dalil 
atau pernyataan. 
Alat bukti yang digunakan dalam persidangan tidak bergantung pada 
kuantitasnya. Sebanyak apapun alat bukti yang digunakan, jika tidak satupun 
dari alat bukti itu memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai alat 
bukti. Alat bukti tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan 
sebagai alat bukti dalam proses pembuktian persidangan pengadilan. 
Sebaliknya jika suatu alat bukti telah memenuhi syarat formal dan 
syarat materiil. Alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu 
                                                          





dalil atau kebenaran dalam proses persidangan pengadilan, karena telah 
memenuhi batas minimal pembuktian. Berdasarkan hal itu, maka dapat 
disimpulkan bahwa sah atau tidaknya suatu alat bukti dalam proses 
pembuktian di persidangan pengadilan tidak bergantung pada kuantitas suatu 
alat bukti, tetapi bergantung pada kualitasnya. 
Suatu alat bukti yang memenuhi syarat formal dan syarat materiil 
tetapi tidak memenuhi batas minimal pembuktian dapat dijadikan bukti 
permulaan. Misalnya adalah alat bukti keterangan saksi yang telah memenuhi 
syarat formal dan materiil, tetapi saksi tersebut hanya satu orang. Alat bukti 
tersebut tidak sesuai dengan asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan 
saksi), sehingga alat bukti tersebut hanya dianggap bukti permulaan.  
Pihak yang mengajukan alat bukti yang berkualitas sebagai bukti 
permulaan, wajib untuk menambah alat bukti lain untuk mendukung alat bukti 
pemulaan tersebut. Apabila pihak yang bersangkutan tidak menambahkan alat 
bukti lain, maka alat bukti tersebut tetap berada dalam posisi sebagai alat bukti 
permulaan. Namun apabila alat bukti tersebut telah ditambahkan alat bukti lain 
yang memenuhi syarat formal dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut 
akan berubah kualitasnnya menjadi alat bukti yang telah memenuhi batas 
minimal pembuktian. 
7. Pembuktian dengan Alat Bukti Kesaksian 
Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang sangat lazim 





tertulis atau surat seringkali tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dari 
suatu peristiwa. Terutama pada alat bukti tertulis yang hanya berkualitas 
sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu dibutuhkan alat bukti lain yaitu 
keterangan saksi untuk dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa yang 
disengketakan. 
8. Larangan Menjadi Saksi 
Golongan orang yang tidak dapat memberikan kesaksian secara mutlak 
antara lain : 
a) Keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari 
salah satu pihak. Dasar hukumnya adalah Pasal 145 Ayat 1 Sub 1 
HIR, Pasal 172 Ayat 1 Sub 1 Rbg, Pasal 1910 Alinea 1 BW.  
b) Suami atau istri salah satu pihak, meskipun telah bercerai. Dasar 
hukumnya adalah Pasal 142 Ayat 3 HIR, Pasal 172 Ayat 1 sub 3 Rbg, 
Pasal 1901 alinea 1 BW.  
Menurut Asser alasan pembentuk undang-undang memberikan 
pembatasan mutlak antara lain karena keterangan yang diberikan tidak akan 
objektif, kesaksian yang diberikan di depan persidangan pengadilan juga dapat 
merusak hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin, dan juga untuk 
mencegah timbulnya tekanan batin pada saksi setelah memberikan kesaksian. 
Namun dalam undang-undang yaitu Pasal 145 Ayat 2 HIR terdapat 
pengecualian pada perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para 





Sub 2 dan 3 BW menambahkan pengecualian terhadap hal-hal yang 
berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang 
menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian. Dalam hal-hal 
tersebut mereka tidak dapat menolak memberikan kesaksian.84 
Golongan orang yang tidak dapat memberikan kesaksian secara relatif 
dapat memberikan keterangan, tetapi hanya bernilai sebagai penjelasan belaka. 
Keterangan mereka hanya bernilai penjelasan dan tidak perlu diambil 
sumpahnya, sesuai dengan Pasal 145 Ayat 4 HIR dan Pasal 173 Rbg. antara 
lain : 
1. Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun. Dasar hukumnya adalah 
Pasal 145 Ayat 1 Sub 3, Pasal 172 Ayat 1 Sub 4, Pasal 1912 BW.  
2. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat. Dasar 
hukumnya adalah pasal 145 ayat 1 sub 4 HIR, pasal 172 ayat 1 sub 5 Rbg, 
pasal 1912 BW. 
Aturan-aturan tentang golongan-golongan tersebut berlaku juga pada 
Peradilan Agama. Akan tetapi selain golongan orang yang telah disebutkan di 
atas, terdapat pula golongan orang-orang yang tidak boleh memberikan 
kesaksian berdasarkan hukum Islam. Orang-orang yang ditolak untuk menjadi 
saksi berdasarkan hukum Islam adalah sebagai berikut . 
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1. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara. 
2. Mahram. 
3. Yang berkepentingan atas perkara itu. 
4. Sakit jiwa 
5. Fasiq (yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan 
menampakkan yang salah). 
6. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampuan)85 
Selain sumpah dikenal pula pengucapan janji oleh saksi. Pada dasarnya 
sama dengan sumpah, namun pengucapan janji hanya boleh dilakukan oleh 
saksi yang menganut agama yang melarang mengucapkan sumpah. Jadi jika 
agama saksi tersebut tidak melarang mengucapkan sumpah, maka saksi 
tersebut tidak dapat memilih untuk mengucapkan janji. Dasar hukumnya 
adalah 1911 BW. 
Pada umumnya para saksi yang boleh diajukan dalam sidang 
pengadilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a) Muslim. 
b) Sehat akal. 
c) Baligh. 
d) Tidak fasik. 86  
As-Sayid Sabiq dalam kitabnya fiqih sunnah merinci 7 hal yang harus 
dipenuhi sebagai saksi. Ketujuh hal tersebut adalah: 
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a. Islam (dalam hal-hal tertentu ada pengecualian). 
b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta 
tidak pendusta). 
c. Baligh. 
d. Berakal (tidak gila atau mabuk). 
e. Berbicara (tidak bisu). 
f. Hafal dan cermat, dan  
g. Bersih dari tuduhan 
9. Kesaksian De Auditu 
Kesaksian de auditu  adalah kesaksian oleh seseorang yang tidak 
melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang 
merupakan pokok perkara dari suatu sengketa perdata. Dalam Pasal 171 Ayat 
1HIR disebutkan bahwa, “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab 
pengetahuan”.Kemudian Ayat 2 berbunyi, “Pendapat-pendapat atau 
persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan 
kesaksian”. Seorang saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil seperti 
yang tertera pada Pasal 171 HIR dan 1907 BW sehingga tidak memenuhi 
batas minimal pembuktian. 
Pada umumnya kesaksian de auditu ditolak secara absolut sebagai alat 
bukti.Hal tersebut bisa dipahami karena adanya berbagai kelemahan dalam 
kesaksian de auditu. Kelemahan tersebut antara lain yaitu adanya 
kemungkinan kesalahan dalam memberikan keterangan. Karenapada dasarnya 





memastikan seberapa akurat saksi de auditu dalam melakukan repetisi atau 
pengulangan atas pernyataan yang telah didengarnya.Selain hal itu, ada 
kemungkinan saksi de auditu memutar balikkan fakta dari peristiwa 
sebenarnya. 
Sudikno berpendapat bahwa, “Pada umumnya kesaksian de auditu 
tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan 
peristiwa yang dialami sendiri.Dengan demikian maka saksi de auditu bukan 
merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan”.87Berdasarkan 
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kesaksian de 
auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.Bahkan secara umum, praktisi 
hukum menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan argumentatif. 
Alasan penolakan terhadap kesaksian de auditu sebenarnya adalah 
karena kesaksian de auditu tidak memenuhi persyaratan undang-undang yaitu 
Pasal 1907 BW dan Pasal 171 HIR.Sehingga Kesaksian de auditu tidak 
memenuhi syarat materiil batas minimal pembuktian dan tidak sah menjadi 
alat bukti.Sikap praktisi hukum yang menolak kesaksian de auditu secara 
absolut dapat ditemukan pada “Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 yang 
menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de 
auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat 
bukti”.88 
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Dalam common law dikenal pula sebuah istilah hearsay evidance yaitu 
keterangan yang disampaikan oleh tangan pertama kepada saksi.Hearsay 
evidance dalam common law dilarang secara absolut, walaupun keterangan 
tersebut benar-benar dapat dipercaya sekalipun.Namun dalam common law 
juga terdapat berbagai aturan yang bersifat eksepsional yang membolehkan 
dan menerima hearsay evidance sebagai alat bukti. 
Dalam sistem hukum Indonesia terkadang juga memberikan 
pengecualian pada kesaksian de auditu.Seperti pada pertimbangan putusan 
MA No. 239 K/Sip/1973 yaitu sebagai berikut. 
Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut 
pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian 
atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai 
surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi 
yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang 
diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun-temurun 
itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan 
Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak 
umumnya dianggap berlaku dan benar: 
a) dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu 
diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang 





b) oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.89 
Berdasarkan putusan tersebut Yahya memberikan kesimpulan bahwa 
kesaksian de auditu dapat diterima sebagai alat bukti apabila:. 
a) Saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang 
diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan 
peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 
b) Keterangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari 
pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum 
yang disengketakan. 90 
Suatu kesaksian de auditu dapat diterima secara eksepsional. Dengan 
mempertimbangkan tidak mungkin menghadirkan saksi yang melihat, 
mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa di depan persidangan 
pengadilan. Karena saksi tersebut secara keseluruhan telah meninggal dunia. 
Kesaksian de auditu juga dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti 
persangkaan. Namun penerapannya sangat kasuistik, sehingga tidak setiap 
perkara memungkinkan untuk mengonstruksi keterangan saksi de auditu 
sebagai alat bukti persangkaan. Walaupun sangat jarang ditemui, namun 
bukan berarti putusan yang mengonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat 
bukti persangkaan sama sekali tidak ada. Putusan tersebut yaitu Putusan MA 
No. 308/K/Pdt/1959.  Menurut putusan ini, bahwa: 
                                                          






a. Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti 
langsung. 
b. Tetapi kesaksian itu, dapat diterapkan sebagai alat bukti pesangkaan 
(vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk 
membuktikan sesuatu.91 
Dasar hukum mengontruksikan kesaksian de auditu sebagai alat bukti 
persangkaan adalah Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 BW. Pasal tersebut 
berbunyi, “Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-
undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu 
menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan 
satu sama lain bersetujuan”. 
Pada dasarnya pasal tersebut tidak cukup menjadi landasan menarik 
kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan. Karena secara yuridis 
keterangan saksi de auditu bukan alat bukti. Oleh karena itu agar kesaksian de 
auditu yang dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan tidak melanggar 
undang-undang, maka landasan tersebut harus dibantu dari sumber akta atau 
bantahan yang diajukan dalam persidangan. 
Dalam hukum Islam dikenal istilah Saksi mu’an’an. Saksi mu’an’an 
adalah “kesaksian dari mulut ke mulut atau dari pendengaran ke pendengaran 
atau sejenis itu”.92 Saksi mu’an’an dalam hukum Islam sama halnya dengan 
saksi de auditu dalam hukum Barat. Seperti halnya saksi de auditu yang secara 
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umum ditolak. Saksi mu’an’an’ dalam hukum Islam juga ditolak dan tidak 
dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menerangkan suatu peristiwa. Hal ini 
berdasarkan hadis yaitu, “Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan 
bahwa saksi itu harus terang dan jelas seperti jelas dan terangnya matahari. 
Juga beliau mengatakan tidak boleh saksi orang desa atas orang kota atau 
sebaliknya”. 
Seorang saksi harus melihat, atau mendengar, atau mengalami sendiri 
peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Bagi orang yang buta tetapi tidak tuli 
dapat memberikan kesaksian atas apa yang didengarnya. Bagi orang tuli tetapi 
tidak buta dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya, bagi orang 
yang buta tetapi bisu dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya 
melalui tulisan. Sedangkan orang yang buta dan tuli dilarang untuk 
memberikan kesaksian. 
Saksi juga tidak diperkenankan untuk memberikan kesimpulan atas 
apa yang didengar dan disaksikannya. Tetapi harus menerangkan peristiwa 
yang disaksikan atau didengarnya apa adanya. Tugas hakimlah untuk 
membuat kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh saksi tersebut. 
Permasalahan kesaksian de auditu pada pokoknya tidak terletak pada 
diterima atau tidaknya sebagai alat bukti. Namun masalahnya terletak pada 
sejauhmana kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Ditambah lagi 
belum adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal yang bersifat eksepsional 





diperlukan aturan-aturan hukum Positif demi menciptakan keseragaman dalam 
tata acara peradilan di Indonesia. 
B. Kekuatan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Acara Perdata 
Kekuatan pembuktian sempurna ini adalah kekuatan yang memberikan 
kepastian yang cukup kepada hakim, Dalam peraktik beracara di pengadilan 
bukti surat yang akan digunakan sebagai bukti di persidangan di foto copy lalu 
dibubuhi materai yang cukup dan dilegalisasi di Kantor Pos kemudian di 
daftarkan kepanitraan pengadilan untuk di legalisasi dan baru dapat diajukan 
ke sidang pengadilan kepada majelis hakim dicocokkan dengan aslinya jika 
sesui dengan aslinya, maka dapat digunakan sebagai bukti yang sah. Apabila 
ternyata tidak cocok dengan aslinya atau tidak ada yang aslinya maka tidak 
mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Para pihak yang berperkara 
berhak untuk minta diperlihatkan bukti surat kepadanya.Setiap alat bukti yang 
diajukan oleh para pihak dalam proses peradilan perdata memiliki daya 
buktinya masing-masing. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti 
tersebut yang kemudian dinilai oleh hakim sebagai dasar dalam membuat 
putusan. Adapun lima jenis kekuatan pembuktian tersebut antara lain adalah, 
kekuatan pembuktian sempurna, kekuatan pembuktian lemah, kekuatan 
pembuktian sebagian, kekuatan pembuktian yang menentukan. 
1. Kekuatan Hukum Sempurnah 
Akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan penjabat yang 





Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnah atau 
mengikat, baik bagi pihak-pihak maupun bagi ahli warisnya atau bagi orang 
yang memperoleh hak daripadanya, artinya hakim harus menganggapnya 
benar serta tidak memerlukan pembuktian yang lain, kecuali memeng dapat 
dibuktikan tentang ketidakbenarannya (tentunya dengan alat bukti lain dan 
alasan yang lebih kuat).Sepanjang  tidak dapat dibuktikan lain.93 
Akta otentik misalnya Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta 
Cerai, dan lain-lain.94 
2. Kekuatan pembuktian perlawanan (tegenbewijs atau kracht van tegen 
bewijs) 
Kekuatan pembuktian perlawanan adalah kekuatan pembuktian yang 
melumpuhkan pembuktian dari pihak lawan. Semua alat bukti dapat disangkal 
kebenarannya dengan bukti perlawanan.Bukti perlawanan dapat melumpuhkan 
semua alat bukti yang diajukan oleh pihak lawan  bahkan bukti yang 
berkekuatan pembuktian sempurna sekalipun. Bukti perlawanan diharapkan 
dapat meruntuhkan kepercayaan hakim dalam menilai pembuktian dari bukti 
yang diajukan pihak lawan. 
Namun kekuatan pembuktian ini tidak dapat melumpuhkan alat bukti 
yang memiliki kekuatan pembuktian menentukan. Berdasarkan uraian 
sebelumnya telah dijelaskan bahwa kekuatan pembuktian menentukan tidak 
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dapat dimintakan alat bukti lain. Sehingga bukti perlawanan sekalipun tidak 
dapat melumpuhkan kekuatan pembuktian menentukan. 
3. Kekuatan Hukum Lemah(onvolledig bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian lemah atau tidak lengkap ini adalah tidak 
memberikan kepastian yang cukup, sehingga hakim tidak memberikan akibat 
hukum hanya atas dasar alat bukti yang lemah”.95 Gugatan yang berdasarkan 
hanya pada alat bukti dengan kekuatan pembuktian lemah harus ditolak, 
misalanya; 
Kesaksian de auditu  adalah kesaksian oleh seseorang yang tidak 
melihat, mendengar, atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang 
merupakan pokok perkara dari suatu sengketa perdata. Dalam Pasal 171 Ayat 
1HIR disebutkan bahwa, “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab 
pengetahuan”.Kemudian Ayat 2 berbunyi, “Pendapat-pendapat atau 
persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan 
kesaksian”. Seorang saksi de auditu tidak memenuhi syarat materiil seperti 
yang tertera pada Pasal 171 HIR dan 1907 BW sehingga tidak memenuhi 
batas minimal pembuktian. 
Pada umumnya kesaksian de auditu ditolak secara absolut sebagai alat 
bukti.Hal tersebut bisa dipahami karena adanya berbagai kelemahan dalam 
kesaksian de auditu. Kelemahan tersebut antara lain yaitu adanya 
kemungkinan kesalahan dalam memberikan keterangan. Karenapada dasarnya 
                                                          





keterangan tersebut didengarkan dari orang lain. Secara psikologi sangat sulit 
memastikan seberapa akurat saksi de auditu dalam melakukan repetisi atau 
pengulangan atas pernyataan yang telah didengarnya.Selain hal itu, ada 
kemungkinan saksi de auditu memutar balikkan fakta dari peristiwa 
sebenarnya. 
Sudikno berpendapat bahwa, “Pada umumnya kesaksian de auditu 
tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan 
peristiwa yang dialami sendiri.Dengan demikian maka saksi de auditu bukan 
merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan”.96Berdasarkan 
pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya kesaksian de 
auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.Bahkan secara umum, praktisi 
hukum menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan argumentatif. 
Alasan penolakan terhadap kesaksian de auditu sebenarnya adalah 
karena kesaksian de auditu tidak memenuhi persyaratan undang-undang yaitu 
Pasal 1907 BW dan Pasal 171 HIR.Sehingga Kesaksian de auditu tidak 
memenuhi syarat materiil batas minimal pembuktian dan tidak sah menjadi 
alat bukti.Sikap praktisi hukum yang menolak kesaksian de auditu secara 
absolut dapat ditemukan pada “Putusan MA No. 881 K/Pdt/1983 yang 
menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de 
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auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat 
bukti”.97 
Dalam common law dikenal pula sebuah istilah hearsay evidance yaitu 
keterangan yang disampaikan oleh tangan pertama kepada saksi.Hearsay 
evidance dalam common law dilarang secara absolut, walaupun keterangan 
tersebut benar-benar dapat dipercaya sekalipun.Namun dalam common law 
juga terdapat berbagai aturan yang bersifat eksepsional yang membolehkan 
dan menerima hearsay evidance sebagai alat bukti. 
Dalam sistem hukum Indonesia terkadang juga memberikan 
pengecualian pada kesaksian de auditu.Seperti pada pertimbangan putus MA 
yaitu sebagai berikut. 
Bahwa keterangan saksi-saksi di atas pada umumnya adalah menurut 
pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian 
atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai 
surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedangkan saksi-saksi 
yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang 
diharapkan hidup sekarang, sehingga dalam hal demikian pesan turun-temurun 
itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan 
Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak 
umumnya dianggap berlaku dan benar: 
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c) dalam pada itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu 
diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang 
menerima pesan tersebut; 
d) oleh karena itu, dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut.98 
Berdasarkan putusan tersebut Yahya memberikan kesimpulan bahwa 
kesaksian de auditu dapat diterima sebagai alat bukti apabila:. 
c) Saksi langsung yang terlibat pada peristiwa atau perbuatan hukum yang 
diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal, sedangkan 
peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dituliskan dalam bentuk surat; 
d) Keterangan yang diberikan saksi de auditu tersebut merupakan pesan dari 
pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum 
yang disengketakan. 99 
Suatu kesaksian de auditu dapat diterima secara eksepsional. Dengan 
mempertimbangkan tidak mungkin menghadirkan saksi yang melihat, 
mendengar, dan mengalami langsung suatu peristiwa di depan persidangan 
pengadilan. Karena saksi tersebut secara keseluruhan telah meninggal dunia. 
Kesaksian de auditu juga dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti 
persangkaan. Namun penerapannya sangat kasuistik, sehingga tidak setiap 
perkara memungkinkan untuk mengonstruksi keterangan saksi de auditu 
sebagai alat bukti persangkaan. Walaupun sangat jarang ditemui, namun 
bukan berarti putusan yang mengonstruksi kesaksian de auditu sebagai alat 
                                                          






bukti persangkaan sama sekali tidak ada. Putusan tersebut yaitu Putusan MA 
No. 308/K/Pdt/1959.  Menurut putusan ini, bahwa: 
c. Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti 
langsung. 
d. Tetapi kesaksian itu, dapat diterapkan sebagai alat bukti pesangkaan 
(vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk 
membuktikan sesuatu.100 
Dasar hukum mengontruksikan kesaksian de auditu sebagai alat bukti 
persangkaan adalah Pasal 173 HIR dan Pasal 1922 BW. Pasal tersebut 
berbunyi, “Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-
undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu 
menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan 
satu sama lain bersetujuan”. 
Pada dasarnya pasal tersebut tidak cukup menjadi landasan menarik 
kesaksian de auditu sebagai alat bukti persangkaan. Karena secara yuridis 
keterangan saksi de auditu bukan alat bukti. Oleh karena itu agar kesaksian de 
auditu yang dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan tidak melanggar 
undang-undang, maka landasan tersebut harus dibantu dari sumber akta atau 
bantahan yang diajukan dalam persidangan. 
 Hal ini berdasarkan hadis yaitu, “Rasulullah Sallallahu Alaihi 
Wasallam. Mengatakan bahwa saksi itu harus terang dan jelas seperti jelas dan 
                                                          





terangnya matahari. Juga beliau mengatakan tidak boleh saksi orang desa atas 
orang kota atau sebaliknya”. 
Seorang saksi harus melihat, atau mendengar, atau mengalami sendiri 
peristiwa yang menjadi pokok sengketa. Bagi orang yang buta tetapi tidak tuli 
dapat memberikan kesaksian atas apa yang didengarnya. Bagi orang tuli tetapi 
tidak buta dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya, bagi orang 
yang buta tetapi bisu dapat memberikan kesaksian atas apa yang dilihatnya 
melalui tulisan. Sedangkan orang yang buta dan tuli dilarang untuk 
memberikan kesaksian. 
Saksi juga tidak diperkenankan untuk memberikan kesimpulan atas 
apa yang didengar dan disaksikannya. Tetapi harus menerangkan peristiwa 
yang disaksikan atau didengarnya apa adanya. Tugas hakimlah untuk 
membuat kesimpulan dari apa yang diterangkan oleh saksi tersebut. 
Permasalahan kesaksian de auditu pada pokoknya tidak terletak pada 
diterima atau tidaknya sebagai alat bukti. Namun masalahnya terletak pada 
sejauhmana kekuatan pembuktian yang melekat padanya. Ditambah lagi 
belum adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal yang bersifat eksepsional 
terhadap penerimaan kesaksian de auditu sebagai alat bukti. Sehingga 
diperlukan aturan-aturan hukum Positif demi menciptakan keseragaman dalam 






4.Kekuatan Hukum Sebahagian (gedeeltelijk bewijsracht) 
Kekuatan pembuktian sebagian adalah kekuatan pembuktian yang 
hanya dapat membuktikan sebagian kebenaran dari suatu peristiwa”. Jadi alat 
bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagian harus ditambah lagi 
dengan alat bukti lain yang memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti.101 
5. Kekuatan Hukum Menentukan 
Alat bukti sumpah ini juga diatur dalam HIR Pasal 135-158, 177) 
R.Bg. (pasal 182, 185, 314) dan BW (pasal 1929-1945). 
Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu 
a) Sumpah pemutus yang bersifat menentukan (deccisior). 
Sumpah decisoir yaitu sumpah yang dibebankan  kepada salah satu 
pihak atas permintaan pihak lainnya, dimana sumpah ini memiliki daya 
kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. 
Sumpah pemutus, atau juga sering disebut dengan sumpah penentukan 
diatur dalam pasal 156 HIR, pasal 183 RBG dan pasal 1930 KUH Perdata. 
Dalam pasal-pasal ini dekemukakan bahwa jika tidak ada sesuatu 
keterangan untuk menguatkan gugata atau jawaban atas gugatan itu, maka 
salah satu pihak dapat memintah supaya pihak lain bersumpah dikemukakan 
hakim, jadi sumpah pemutus ini dapat dibebankan kepada salah satu pihak, 
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walaupun sama sekali tidak ada bukti, pembebanan tersebut atas permohonan 
salah satu pihak yang berperkara. 
Pembebanan sumpah pemutus ini dapat dilakukan selama pemeriksaan 
perkara sedang berjalan.Sumpah ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan 
sendiri oleh pihak yang bersumpah. Apabila itu suatu tindakan yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak dan disuruh bersumpah, namun tidak bersedia untuk 
mengucapkan sumpah tersebut, maka ia boleh mengembalikan sumpah itu 
kepada lawannya, atau lawannya tidak melakukan sumpah yang dikembalikan 
kepadanya itu, maka perkaranya dikalahkan. 
Sumpah ini dapat diperintahkan untuk segala persengketaan yang 
berupa apa saja, kecuali atas hal-hal yang oleh pihak tidak berkuasa 
mengadakan perdamaian atau dimana pengakuan mereka tidak 
diperhatikan.102 
Dari uraian yang dikemukan atas, sumpah pemutus bersifat mengakhiri 
dan menentukan seluruh perkara, berarti sumpah pemutus dengan sendirinya 
menurut hukum yang mngakibatkan proses perkara samapai pada titik yang 
menempatkan fungsi dan kewenangan, hakim wajib mengakhiri pemeriksaan 
perkara, yang diikuti dengan menjaduhkan putusan dengan demikian sumpah 
pemutus mengandung alternatif: melakukan atau menolak mengucapkan 
sumpah berakibat menang atau kalah. 
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1. Sumpah pelengkap (suppletion). 
Sumpah suppletoir adalah sumpah pelengkap, yang bersifat 
melengkapi alat bukti yang sudah ada tetapi belum cukup. 
Sumpah pelengkap atau juga di sebut sebagai sumpah tambahan di atur 
dalam pasal 155 HIR, pasal 182 RBG dan pasal 1945 KUH Perdata, dalam 
pasal peraturan perundang-undangan tersebut dikemukakan bahwa hakim 
karena jabatannya dapat memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang 
berperkara untuk melengkapi alat bukti yang sudah ada supaya perkara dapat 
diselesaikan atau agr dapat menetapkan sejumlah uang yang akan 
diperkenankan.  
Untuk dapat diperintahkan olah hakim karena jabatannya kepada salah 
satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan 
dulu,sehingga apabila ditampah dengan sumpah pelengkap tersebut maka 
pembuktian akan menjadi sempurnah. Di sini hakim berwenang, bukan 
kewajiban untuk membebankan suatu pelengkap itu kepada salah satu pihak 
yang berperkara.Jika sumpah tambahan itu dilaksanakan oleh salah satu pihak 
yang berperkara, maka yang sedang diperiksa tersebut menjadi selesai. 
Dalam pasal 1943 KUH Perdata dikemukakan bahwa sumpah 
pelengkap ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu 
pihak yang berperkara dan terhadap pembebanan sumpah ini tidak dibenarkan 
adanya pengembalian sumpah kepada pihak lawan, tetapi pihak yang 
mendapatkan perintah dari hakim untuk melakukan sumpah atau memenuhi 





tentu pihak menolak sumpah tersebut yang mendapatkan kekalah dalam 
berperkara, sebab pembebanan sumpah tambahan itu, hakim harus 
memperhatikan ketentuan pasal 155 HIR dan pasal 1941 KUH Perdata, dan 
jika alat pembuktian ain telah lengkap maka pembebanan sumpah pelengkap 
tidak diperlukan lagi. 
Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sumpah 
tambahan dapat dibebankan dalam hal salah satu pihak telah mempunyai bukti 
permulaan, namun belum mencukupi serta tidak terdapatnya alat bukti lain. 
Terhadap pihak yang oleh karena hakim tidak diperintahkan untuk bersumpah 
pelengkap, maka ia tidak boleh mengembalikan sumpah pelengkap tersebut 
kepada pihak lawan (pasal 1943 KUH Perdata). 
2. Sumpah penaksiran (aestimatoir, schatting seed) 
Sumpah aestimatoir adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim 
karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti 
rugi yang dituntutnya.Sumpah penaksir dilakukan atau dilaksanakan karena 
dalam peraktek sering terjadi bahwa uang ganti kerugian yang diajukan oleh 
pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi dipastikan 
dengan pembuktian. 
Sumpah penaksir ini dibebankan oleh hakim kepada penggugat dan 
hanya dalam perkara gugatan ganti rugi saja. Sebelum hakim menetapkan 
beban sumpah penaksir, penggugat lebih dahulu telah dapat membuktikan 





hanya dapat memerintahkan sumpah penaksir kepada gugatan apabila tidak 
ada jalan lain lagi baginya untuk menetapkan harga kerugian tersebut dalam 
hal pelaksanaan sumpah penaksir ini, hakim hanya mempunyai wewenang 
saja, bukan suatu kewajiban yang mesti harus dilakukan.103 
C. Tujuan dan Manfaat Sumpah Sebagai Alat Bukti dalam Lingkungan 
Peradilan 
1. Tujuan sumpah  
Tujuan sumpah yaitu untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa 
hukum yang di persengketakan oleh para pihak yang berperkara dalam 
peradilan , sumpah lebih dikenal sebagai salah satu alat bukti diantara alat 
bukti yang lain yang di berlakukan dalam lingkungan peradilan. Seperti alat 
bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan. Sumpah merupakan alat bukti 
terakhir  yang kuat digunakan oleh para pihak dalam berperkara dipengadilan, 
dengan atas perintah majelis hakim, atau atas perintah salah satu pihak. 
Alat bukti terakhir yang disebut dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBG 
maupun pasal 1866 KUH Perdata adalah sumpah. 
Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan ata peryataan yang 
dikuatkan atas nama  Tuhan, dengan tujuan agar orang yang bersumpah dalam 
memberi keterangan atau peryataan itu, takut atas murka Tuhan, apa bila dia 
berbohong, dengandasar takut murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai 
daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya. 
                                                          





Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Poerwadarminta, sumpah 
adalah peryatan yang diucapkan resmi dan dengan beraksi kepada Tuhan atau 
sesuatu yang dianggap suci, bahwa apa yang dikatakan atau yang dijanjikan 
itu benar. Dalam definisi ini perlu diperhatikan unsur yang benar atau tidak 
benar, dan unsur melakukan atau tidak melakukan.Dari unsur yang pertama 
timbul sumpah yang berisi keterangan bahwa sesuatu itu benar demikian atau 
tidak.Sumpah ini disebut sumpah komprimator dari unsur yang kedua timbul 
sumpah yang berisi suatu janji untuk melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu.Kekuatan hukum sumpah ini disebut sumpah promisor.104 
Pertama: Sumpah konpirmator adalah kekuatan hukum alat bukti 
yang mengatur sumpah pelengkap/tambahan.  
Kedua: Sumpah promisor mempunyai kekuatan berdasarkan 
kepercayaan bahwa siapa yang telah mengucapkan sumpah masih 
memberikan keterangan yang tidak benar (dusta) dia akan mendapat hukuman 
atau kutukan dari Tuahan. Bisanyan orang yang telah mangucapkan sumpah 
untuk meneguhkan keteranganya takut berkata tidak benar, apalagi memberi 
keteranagan dusta. 
Sumpah di peradilan juga dikenal beberapa macam sumpah pelengkap 
dan sumpah pemutus.Pasal 155 HIR, 182 RBG mengatur tentang sumpah 
pelengkap. Menurut ketentuan pasal-pasal ini, hakim karena jabatannya 
memerintahkan sumpah kepada salah satu pihak yang berperkara untuk 
melengapi alat bukti yang sudah ada agar perkara dapat diputuskan, atau dapat 
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menetapkan sejumlah uang yang akan diperkenankan. Sumpah pelengkap 
merupakan alat bukti darurat karena tidak ada alat bukti lain yang lengkap. 
Supaya dapat diperintahkan bersumpah pelengkap salah satu pihak, 
harus ada permulaan pembuktian terlebih dahulu.Karena tidak lengkap, lalu 
dimintakan sumpah.Dengan sumpah itu perkaranya menjadi selesai.Kepada 
pihak mana sumpah itu diperintahkan, terserah pada pertimbangan 
hakim.Apabila hakim kerasa kurang yakin pada pihak yang berperkara, lebih 
baik tidak usah menggunakan sumpah, lebih baik menolak saja gugatan yang 
bersangkutan. 
Sumpah pemutus bertujuan untuk menyelesaikan perkara yang sedang 
diperiksa.Oleh karena itu, sumpah pemutus harus bersifat deccisoir, artinya 
bersifat memutus dan mengakhiri perakara.Dalam hal ini, hakim perlu 
mempertimbangkan benar-benar apakah sumpah yang diminta itu sudah 
bersifat deccisoir, sehingga bersumpah itu perkara menjadi selesai.Jika 
menurut hakim sudah bersifat  deccisoir, hakim segerah memerintahkan pihak 
diminta untuk mengucapkan sumpah. Jika menurut pertimbangan hakim, 
sumpah pemutus yang dimita itu tidak akan menyelesaikan perkara, hakim 
lebih baik menolak saja tuntutan tersebut. Sumpah pemutus dapat diajukan 
setiap saat selama berjalanya memeriksaan perkara, bahka persidangan tingkat 
banding sumpah pemutus masih dapat diajukan (1930 BW).105 
Rumusan sumpah pemutus diusulkan  oleh pihak yang memintakan 
sumpah. Jika rumusan itu tidak memenuhi syarat Undangi-undang, ketua 
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majelis hakim dapat membantu menyusun rumusan sumpah pemutus agar 
dapat dinyatakan deccisoir. 
Pasal 165 HIR mengatur tentang sumpah pemutus, apabila tidak ada 
keterangan atau alat bukti sama sekali untuk meneguhkan tuntutannya, salah 
satu pihak dapat meminta kepada lawanya untuk bersumpah dimuka 
persuidangan agar dengan sumpah itu perkara dapat diputuskan, asalkan 
sumpah itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang 
disuruh bersumpah. Jika perbuatan dilakukan oleh kedua belah pihak, maka 
pihak yang dimintakan bersumpah, tetapi tidak bersedia bersumpah, dapat 
mengembalikan sumpah kepada lawanya dan dia tidak mau bersumpah, maka 
ia harus dikalahkan. 
Akitbat hukum sumpah pemutus adalah perbuatan yang dimintakan 
sumpah itu merupakan bukti yang menentukan. Bahkan jika perbuatan yang 
dimintakan sumpah itu tidak benar, hal itu tidak akan menghilangkan akibat 
hukum dari sumpah pemutus. Dengan sumpah pemutus perbuata yang 
dimintakan sumpah menjadi pasti.Akan tetapi bila sumpahnya itu palsu, maka 
itu wewenaang jaksa untuk menuntut pihak yang bersumpah palsu 
berdasarkan pasal 142 KUHP.Jika pihak lawan menolak sumpah pemutus 
yang dimintakan kepadanya, maka kembalikan dari pada isi sumpah dianggap 
benar. 
Sumpah penaksir merupakan salah satu alat bukti, sumpah yang secara 
khusus diterapkan untuk menentukan berapa jumlah nilai ganti rugi atau harga 





mampu membuktikan berapa jumlah ganti rugi yang sebenarnya atau berapa 
nilai harga barang yang dituntutnya, begitu juga tergugat tidak mampu 
membuktikan bantahannya terhadap ganti rugi atau harga barang yang 
sebenarnya, taksiran atas ganti rugi atau harga barang itu dapat ditentukan 
melalui pembebanan sumpah penaksir. 
Sumpah penaksir ini untuk menetapkan beberapa jumlah ganti rugi 
atau harga yang akan dikabulkan. Jadi penerapan sumpah ini baru dapat 
dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua belah pihak yang 
dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya. Kalau tidak ada bukti, sumpah 
itu tidak boleh diterapkan.106 
2. Manfaat Sumpah 
a) Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim 
kepada salam satu pihak untuk melengkapi alat bukti yang masih 
kurang atau untuk menyakinkan hakim. 
b) Sumpah pemutus yaitu, sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak 
atas permintaan pihak lain karena tidak ada lagi alat bukti lain. 
c) Sumpah penaksir, sumpah ini diperintahkan oleh hakim untuk 
menetapkan harga barang atau kerugian yang dituntut lantaran hakim 
tersebut terbentur tidak ada jalan lain untuk penaksiran kerugian atau 
harga barang tersebut. 
d) Sumpah li‟an, sumpah ini adalah salah satu cara pembuktian suami 
telah berzina. 
                                                          





Sumpah Li‟an ini tidak terdapa diperadilan umum, hanya terdapat 
diperadilan Islam saja, karena sumbernya yang berasal dari Al-Qur‟an dalam  
(Surah An Nur ayat-6,9).yaitu: 
                        
               




(6)Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka 
tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka 
persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, 
Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. (9).Dan 
(sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu 

















dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut; 
1.  Kekuatan sumpah dalam hukum Islam adalah pemenuhan perintah Allah 
yang memiliki landasan yang kuat yaitu berdasarkan Al-Qur‟an,  As-
Sunnah dan Ijma‟. 
sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur‟an surah  Al-Maidah/5:89,yaitu: 
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak 
dimaksud untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan 
sumpah-sumpah yang kamu sengaja”.Dan dalam surah Al-Baqarah/2:282, 
yaitu: “Janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai 
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakawa dan mengadakan ishlah di 
antara manusia”. Dalam As-Sunnah, yaitu: sangat banyak hadis Rasulullah 
SAW, yang dapat dijadikan landasan dan dasar hukum sumpah, 
sebagaiman firman Allah dalam surah An-Nisa/4;58,yaitu:“ Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara 
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesumgguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”. Dan begitu juga surah 





orang yang benar-benar menegak keadilan, menjadi saksi karena Allah 
biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika 
ia kaya ataupun miskin. Maka Allah lebih tau kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari  
kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggak 
menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan”. Dalam (Ijma‟) yaitu: Seluruh sahabat Nabi 
SAW, meraka semua sepakat bahwa peradilan itu adalah “Suatu fardhu 
yang dikokohkan dan suatu tradisi.” Peradilan itu adalah suatu kewajiban, 
yakni kewajiban yang kuat dan berlandaskan dari Al-Qur‟an dan 
Hadis.Sehingga dapat menjadi sutu tradisi atau kebiasaan atapun adat di 
dalam suatu masyarakat. 
2. Kekuatan hukum sumpah dalam acara perdata adalah sumpah sebagai 
hukum menentukan yang memiliki peranan sebagai salah satu kekuatan 
hukum yang kuat dari alat bukti yang lain. sebagaiman yang diatur dalam 
HIR Pasal 135-158, 177) R.Bg. (pasal 182, 185, 314) dan BW (pasal 1929-
1945). Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu; (1) Sumpah 
pemutus yang bersifat menentukan (deccisior). Sumpah decisoir yaitu 
sumpah yang dibebankan  kepada salah satu pihak atas permintaan pihak 
lainnya, dimana sumpah ini memiliki daya kekuatan memutuskan perkara 
atau mengakhiri perselisihan. (2) Sumpah pelengkap (suppletion).  
Sumpah suppletoir adalah sumpah pelengkap, yang bersifat melengkapi 





(aestimatoir, schatting seed), Sumpah aestimatoir adalah sumpah yang 
diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk 
menentukan jumlah uang ganti rugi yang dituntutnya.Sumpah penaksir 
dilakukan atau dilaksanakan karena dalam peraktek sering terjadi bahwa 
uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu 
simpang siur, maka soal ganti rugi dipastikan dengan pembuktian. 
3. Tujuan dan manfaat sumpah sebagai berikut; 
a. Tujuan sumpah adalah untuk membuktikan kebenaran dalam peristiwa 
hukum yang di persengketakan oleh para pihak yang berperkara. 
b. Manfaat sumpah adalah untuk memperkuatkan dan melengkapi alat 
bukti yang sudah ada dan untuk  meyakinkan hakim dalam suatu 
kebenaran. 
B. Saran  
Dengan memperhatikan isi dari skripsi ini maka penulis menyarankan 
kepada para pembaca dan kepada masyarakat pada umumnya, apabila hendak 
mengajukan gugatan atau permohonan perkara di pengadilan maka harus 
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 Saya adalah Makhluk Allah, Ciptaan Allah, Utusan Allah, untuk berbuat 
baik kepada sesama manusia siapapun oranganya dan apapun bentuknya kita 
adalah sama-sama makhluk-Nya Allah. Inilah saya manusia yang penuh 
kesabaran dalam menghadapi rintangan yang menghapiriku, dan Inilah saya 
hidupnya yang penuh dengan kekurangan, tepi saya mempunyai kesemangatan 
dalam melakukan akativitas apapun, Hai Teman-teman dan saudara-saudariku, 
generasi muda tidak ada yang tidak bisa dalam beraktivitas apapun, kalau kita 
mempunyai keyakinan dan percaya dalam melangkah menunju jalan yang lurus 
Tuhan selalu ada dimapun kita berada, dan pasti kita akan Sukses, Sekian. 
Termakasih 
Kata kuncinya: “Semangat Yakin dan Percaya, Kita Pasti Sukses”   
